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Perintah menegakkan keadilan dalam al-qur’an menggunakan istilah yang 
berbeda-beda diantaranya: Al’adl  kata ini berarti tidak berat sebelah/tidak 
memihak, berpihak  kepada kebenaran, dan sepatutnya tidak sewenang-wenang, 
Al-Qisth berarti bagian (yang wajar dan patut kata  qisth lebih  umum  daripada  
kata  'adl,  dan karena itu pula ketika Al-Quran  menuntut  seseorang  untuk  
berlaku  adil   terhadap dirinya   sendiri. Al-Mizan dalam al-Qur'an berasal dari 
kata wazn yang berarti timbangan, oleh karena itu mizan adalah alat untuk 
menimbang. 
Terdapat kesamaan antara keadilan sosial al-qur’an dengan keadilan sosial 
Pancasila yakni: Semua manusia harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama 
tanpa membedakan ras, suku dan agama. Serta adanya larangan memperoleh harta 
kekayaan dengan jalan bathil, kecurangan dalam menakar dan menimbang. 
Karena yang demikian itu akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi pada 
akhirnya akan merusak system perekonomian sebagaimana hal itu sedang terjadi 
pada kehidupan saat ini, yang penyebabnya tidak adanya keadilan ekonomi. Serta 
mengazab perbuatan curang tersebut. Serta menghendaki adanya kemakmuran 
yang merata diantara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan merata 
yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam dan seluruh potensi 
bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, 
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 ْمُكَّنَِمرَْيَ لاَو ِطْسِقْلِاب َءاَدَهُش ِهَِّلل َينِماَّو َق اُونوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 َّنِإ َهَّللا اوُقَّ تاَو ىَوْق َّ تِلل ُبَر َْقأ َوُه اوُلِدْعا اوُلِدْع َت لاَأ ىَلَع ٍمْو َق ُنآَنَش
 َهَّللا َنوُلَمْع َت َابِ ٌيرِبَخ 
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
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1. Berikut adalah panduan alih aksara dari huruf Arab ke huruf Latin (ejaan 
bahasa Indonesia). Alihaksara huruf Arab ke huruf Latin dalam ejaan bahasa 
Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
P dan K Nomor 158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987. 










Kata dari alih 
aksara Qalam 
Kata dari alih 
aksara kritis  





ث th ts  
Othman, hadith, 
Haditha, Ibn 
Kathir, Yathrib  
Utsman, hadits, 
Haditsah, Ibnu 
Katsir, Yatsrib  





ش sh sy  
Aisha, Quraish, 
Shihab, Shia  
Aisyah, Quraisy, 
Syihab, Syi'ah  
ص s sh  sahih  shahih  
ظ z zh  al-Hafiz  al-Hafizh  
ة 
















b. Penyerapan kata 
Setiap kata serapan dapat mengalami satu atau lebih hal-hal berikut:  
1. Pengabaian apostrof (') untuk alih aksara ain hidup. 
2. Hamzah hidup tidak dilambangkan. 
3. Hamzah mati di akhir kata tidak dilambangkan. 
4. Pengabaian huruf ya yang ditasydid dengan huruf sebelumnya dibaca 
kasrah. 
5. Kata sandang "al" diabaikan atau ditulis bersambung. 
6. Penyederhanaan alih aksara sh/ṣ dan ts/ṡ menjadi s. 
7. Penyederhanaan alih aksara dz/ż menjadi z. 
8. Penyederhanaan alih aksara zh/ẓ menjadi z. 
9. Perubahan alih aksara zh/ẓ menjadi l. 
10. Penyederhanaan alih aksara dh/ḍ menjadi d. 
11. Penyederhanaan alih aksara th/ṭ menjadi t. 
12. Perubahan alih aksara f menjadi p. 
13. Perubahan alih aksara q menjadi k. 
14. Perubahan alih aksara ain mati menjadi k. 
15. Perubahan alih aksara hamzah mati di tengah kata menjadi k. 
16. Alih aksara diftong menggunakan u atau i. 
17. Perubahan dialek dari harakat hidup (a, i) menjadi e. 
18. Penyisipan huruf sesuai harakat huruf ketiga dari akhir (a, i, atau u) pada 
kata bahasa Arab dengan huruf kedua dari akhir dibaca mati. 
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Kata dari alih 
aksara kritis  
Kata 
serapan  































b.   ُع 'i 'i i  










































































5.a.   ُل ا al- al- diabaikan  
al-Qur'an, al-




















































b.  ث ts ts s  hadits, 'Utsman  
hadis, 
Usman  































Idul Adha,  




















12.  ف f f p  fahm, nafs  
paham, 
napas  










































 ُو ـ aw au au  Fir'awn, Sawdah  
Firaun, 
Saudah  












































ُ  ــ - - sisipan a  
'Ashr, fahm, 
fajr, khamr, Abu 


















b.  ُ  ــ - - sisipan i  fiqh, Khidhr  
fikih, 
Khidir  
c.  ُ  ـ ـ - - sisipan u  
hukm, Shubh, 





c. Pedoman alih aksara 
Tabel di bawah ini menyajikan pedoman alih aksara diplomatis. 
xv 
 
Huruf Arab Alih aksara Keterangan  
ا 
  
ب B b 
 
ت T t 
 
ث Ts ts 
 
ج J j 
 
ح Ḥ ḥ h dengan satu titik di bawah  
خ Kh kh 
 
د D d 
 
ذ Dz dz 
 
ر R r 
 
ز Z z 
 
س S s 
 
ش Sy sy 
 
ص Sh sh 
 
ض Dh dh 
 
ط Th th 
 
ظ Zh zh 
 
ع 'A 'a voiced pharyngeal fricative  
غ Gh gh 
 
ف F f 
 
ق Q q 
 
ك K k 
 
ل L l 
 
م M m 
 
ن N n 
 
ه H h 
 
و W w 
 




ي Y y 
 
vokal panjang ā ī ū ditandai dengan garis di atas vokal  
ُ ا  ay diftong  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Dalam memperjelas dan mempertegas makna yang terkandung di 
dalam judul ini, Peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang 
terdapat di dalam skripsi ini adalah: ―KEADILAN SOSIAL DALAM 
PERSPEKTIF AL-QUR‘AN DAN PANCASILA‖  
Kata adil berasal dari kata ‘adala-ya’dilu-‘adlan-‘adaalatan-
‘uduulatan yang berarti kebenaran/menghukum dengan benar/adil.1 Adil 
adalah sifat perbuatan manusia. Menurut arti katanya ―adil‖ artinya tidak 
sewenang-wenang kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain. Pihak lain 
itu meliputi anggota masyarakat, alam lingkungan, dan Tuhan Sang Pencipta. 
Jadi konsep adil berlaku pada diri sendiri sebagai individu, dan kepada pihak 
lain sebagai anggota masyarakat, alam lingkungan, dan Tuhan sang pencipta.
2
 
Kata ―sosial‖ itu merujuk pada masyarakat dalam hal-hal tertentu 
sabagai subyeknya dan dalam hal-hal lain sebagai obyek dan 
sasarannya.
3―keadilan sosial‖ adalah menempatkan semua anggota masyarakat 
                                                             
1
Ubu Khalid, Kamus Arab Al-Huda (Surabaya: Fajarmulya) h.357. 
2
Abdulkadir Muhammad, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Bandar Lampung : Citra Aditya 
Bakti, 2011),h.173. 
3





 Kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu 
secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang 
sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya. 
Istilah ―perspektif‖ berasal dari bahasa Inggris perspective, dari latin 
perspicere (melihat melalui sesuatu, melihat dengan jelas) yaitu sudut 
pandang dari mana sesuatu dilihat.
5
 
Al-Qur‘an berasal dari bahasa arab qara’a-yaqra’u-qira’atan- wa 
qur’anan yang secara harfiah berarti bacaan.6Al-Qur‘an ialah kalamullah yang 
(memiliki) mukjizat, diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul, dengan 
melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam berbagai mushaf, dinukil 
kepada kita dengan cara tawatur (mutawatir) yang dianggap ibadah 




Pancasila terdiri dari dua kata, panca artinya lima dan sila artinya 
dasar.
8
 Secara harfiah pancasila memiliki pengertian ―dasar yang memiliki 
lima unsur‖ banyak ahli menyimpulkan bahwa pancasila adalah cerminan dari 
perjalanan budaya dan karakter bangsa indonesia yang telah beelangsung 
selama berabad-abad lampau. Dengan ungkapan lain, pancasila bukan sesuatu 
yang asing bagi bangsa indonesia. 
                                                             
4








Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani 
(Jakarta: Kencana, 2012) h.35. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa skripsi ini 
adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan mengkaji tentang keadilan 
Sosial dalam perspektif al-Qur‘an dan Pancasila. 
Fokuskan penelitian ini keadilan Sosial dalam perspektif al-Qur‘andan 
Pancasilapada keadilan sosial serta penafsiran ayat-ayat al-Qur‘an yang 
berkaitan dengan kehidupan berbangsa yang berasaskan kewarganegaraan 
dengan idiologi Pancasila dalam hal ini penulis lebih memfokuskan di bidang 
hukum dan ekonomi, yang pada hakikatnya Islam dan Pancasila memiliki 
semangat yang sama dengan tujuan kehidupan berbangsa, yaitu mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur (di bidang hukum dan ekonomi), dan 
Pancasila sebagai idiologi merupakan obyektivasi dari Islam. 
Dan menurut peneliti Indonesia yang mayoritas muslim walau tidak 
berlandaskan Islam dalam pemerintahan, sudah menjadi keharusan menjaga 
perdamaian yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan peneliti mengangkat judul ―KEADILAN SOSIAL 
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR‘AN DAN PANCASILA‖adalah sebagai 
berikut : 
1. Al-Qur‘an adalah pedoman hidup dan petunjuk bagi umat islam yang 
bersifat universal, dengan berbagai aspek dan segi permasalahannya 
termasuk masalah keadilan sosal. 
4 
 
2. Mengkaji masalah ini dapat menumbuh kembangkan nilai-nilai keadilan 
dalamkehidupan. 
3. Peneliti merasa tertarik terhadap tema ini karena masalah keadilan sosial 
belumsecara lengkap diteliti oleh penulis sebelumnya. 
4. Pemilihan judul ini penulis anggap relevan karena sesuai dengan jurusan 
penulis,pada jurusan Ilmu Al-Qur‘an dan Tafsir. 
5. Firman Allah dalam surat Al-Ma-idah (5): 8  ٌيرِبَخ َوَّللا َّنِإ َوَّللا اوُقَّ تاَو ىَوْق َّ تِلل ُبَر َْقأ َوُى اوُلِدْعا
نوُلَمْع َت َابِBerlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.Dari rangkaian ayat di atas terlihat bahwa Allah 
memerintahkan keadilan dan melarang kesewenang-wenangan oleh karena 
itu penulis tertarik untuk membahas keadilan dalam perspektif al-Qur‘an 
dan Pancasila. 
6. Negara Indonesia bukanlah Negara yang berdasarkan agama, tetapi Negara 
yang berdasarkan Pancasila hal ini yang membuat penulis merasa ingin 
mengkaji tentang Keadilan Sosial Pancasila perspektifAl-Qur‘an. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama yang tidak hanya berorientasi kepada dunia saja, 
ataukepada akhirat saja.Akan tetapi kepada keseimbangan antara keduanya. 
Hanyalahdengan agama yang mengajarkan pemeliharaan keseimbangan antara 
dunia danakhirat, manusia akan mampu memantapkan pilihannya dan 
melaksanakantanggungjawabnya di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan seperti 
5 
 
yang dinyatakandalam al-Qur‘an9bahwa agama yang benar disisi Allah 
hanyalah satu yakni (agama)Islam.
10
 
Islam adalah pandangan hidup yang paripurna dan merupakan metode 
hidupyang lengkap.
11
Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka 
Islam jugaberbicara soal keadilan sosial untuk mewujudkan kehidupan 
masyarakat yang mapandan sejahtera. 
Begitu pentingnya nilai-nilai keadilan dalam islam, bahkan Al-Qur‘an 
menyebutkan nilai keadilan sebanyak 78 kali.
12
 Dengan ragam ungkapan 
didalam al-Qur‘an antara lain dengan kata-kata al’adl, al-qisth, dan al-
mizan
13
. Al’adl yang disebukan sebanyak 28 kali, al-qisth disebukan sebanyak 
27 kali, dan al-mizan disebukan sebanyak 23 kali. Prinsip nilai keadilan 
merupakan perhatian penting dalam tatanan kehidupan umat manusia. 
Keadilan merupakan keseimbangan hak dan kewajiban. Anda 
berhakmendapatkan sesuatu jika sesuatu itu memang milik anda. Dan 
untukmendapatkan hak akan kepemilikan, anda harus melakukan suatu 
kewajiban.Maka anda berhak memiliki sesuatu selama anda telah memenuhi 
kewajibananda.Menurut Murtadha Muthahhari, dalam Islam setidaknya 
terdapat 3pandangan secara garis besar mengenai apa itu keadilan, 
diantaranya: 
                                                             
9
QS. Ali Imran (3): 19). 
10
M. Daud Ali, dkk, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 
(Jakarta:Departemen Agama RI, 1986), h. 12. 
11
Sayyid Quthb, Fi at-Tarikh, Fikratun Waminhajun, terj.Nabhan Husein, 
KonsepsiSejarahdalam Islam, (Jakarta: Yayasan Al-Amin, tanpa tahun), h. 16. 
12Muhammad Fuad ‗Abd Al-Baqiy, Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Qur’an Al-
Karim (Bairut: Dar Al-Fikr, 1981),h.448-449. 
13
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 2007),h.147. 
6 
 
Kaum skriptualis meyakini bahwa adil adalah apa yang 
diperintahkanoleh Al-Qur'an dan Hadits. Sementara dzalim adalah apa yang 
dilarang olehAl-Qur'an dan hadits. Pandangan ini mengidentikkan keadilan 
dengan kaidahdalam teks suci agama. Pandangan ini tentu menolak diskusi 
filosofis tentangkeadilan. Ia hanya melakukan induktifikasi keadilan terhadap 
teks sucitersebut. Karakteristik Al-Qur‘an dan Hadits yang legal-formalistik 
dan hanyamemuat penjabaran umum tentu memerlukan penafsiran filosofis 
disertaikejujuran intelektual. Menurut Abdurahahman Wahid (Gus Dur), visi 
keadilanyang ada di dalam Al-Qur‘an memerlukan kajian-kajian lebih lanjut, 
denganrefleksi filosofis dan kejujuran intelektual seorang muslim.
14
 
Pandangan kedua yaitu kaum Asy-Syariah yang menyatakan 
bahwakeadilan adalah segala perbuatan Tuhan. Sementara kedzaliman 
adalahsesuatu yang noneksitensi terhadap Dzat Tuhan. Perbuatan 
Tuhanmemasukkan hamba salih ke surga itu adil, memasukkannya ke 
nerakasekalipun juga adil, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan Tuhan 
yangniscaya adil. Menyamakan segala perbuatan Tuhan dengan keadilan 
adalahtamsil atau analogi yang merendahkan keadilan Tuhan itu sendiri. 
Kaum Asy-Syariah tidak menolak keadilan, hanya saja penafsiran mereka 
atasnyamenyebabkan mereka secara praktis telak menolak keadilan.
15
 
Pandangan ketiga, kaum Mutakzilah dan Syiah menyatakan 
bahwamemang Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan. Tetapi keduanya tidak 
identik. Terdapat pula Sifat Tuhan yang lain yaitu Maha Mengasihi, 
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MahaMemaafkan, hingga Maha Merendahkan Makhluknya. Di sisi lain, 
keadilanjuga dapat diterapkan pada sesuatu selain sifat Tuhan, yaitu sifat 
manusia.Maka, Keadilan dan Tuhan merupakan dua konsep yang dapat 
bertemu dandapat pula berpisah, ditinjau dari segi sifat pelaku keadilan 
tersebut. Asosiasikeadilan terhadap kaum Mutakzilah dan Syiah dikarenakan 
keadilan menjadisentral bagi pemikiran religius mereka
16
 
Keadilan dalam islam pada dasarnya ingin mendorong setiap anggota 
masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan 
bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk 
untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.
17
 
Keadilan sosial di dalam Al-Qur‘an, ditegaskan  dalam Surat An-Nahl 
ayat 90. 
 ِنَع ىَه ْ ن َيَو َبَْرُقْلا يِذ ِءاَتِيإَو ِناَسْحلإاَو ِلْدَعْلِاب ُرُمَْأي َوَّللا َّنِإ ِءاَشْحَفْلا
 َنوُر ََّكذَت ْمُكَّلَعَل ْمُكُظَِعي ِيْغ َبْلاَو ِرَكْنُمْلاَو 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
18
 
Sayyid Qutb mengatakan  adl yaituyang menjadi penopang setiap 
individu, masyarakat, dan bangsa sebagai kaidah yang baku dalam pergaulan 
sehari-hari. Sedikitpun tidak dirasuki oleh syahwat dan tidak terpengaruh oleh 
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belas kasihan dan rasa benci. Tidak akan tertukan dengan keturunan dan 
nasab, status kaya atau miskin, kuat atau lemah. Akan tetapi semua berjalan 
diatas relnya berdasarkan satu neraca untuk semuanya dan ditimbang dengan 
suatu timbangan yang satu pula untuk semua lapisan.
19
 
Ibnu Katsir menafsirkan ayat terdebut bahwa Allah Ta‘ala 
memerintahkan hamba-hambaNya berlaku adil yaitu bersifat tengah-tengah 
dan seimbang serta dianjurkan berbuat ihsan. Hal ini senada dengan firman 
Allah, ―Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka 
Barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) 
Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang lalim.‖ (Asy-




Dalam kehidupan bermasyarakat kita akan di hadapkan dengan nilai-
nilai kebangsaan, yang juga memuat aturan pembangunan nasional guna 
menciptakan masyarakat indonesia yang mandiri artinya mampu berdikari 
(berdiri atas kaki sendiri), adil dan makmur berdasarkan kebudayaan 
indonesia.
21
 Sehingga hemat penulis, masyarakat harus cermat dalam 
mengelaborasikan nilai-nilai ajaran agama dengan aturan bernegara. Karena 
dalam sejarah islam tidak ada jurang pemisah antara agama dengan 
                                                             
19
Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zhilalil Qur‘an ( Jakarta Gemainsani Press, 2003),h.207 
20
Ibnu Katsir, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terj Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani 
Press,1999),h.1005.   
21
H,A,R Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif 





lagi pula dalam menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian 
dan ketertiban diperlukan suatu kekuasaan, baik itu organisasi politik atau 
negara. 
Dalam masyarakat demokrasi, keadilan sosial menjadi kewajiban. 
Dimana keadilan sosial merupakan elemen penting demi terbentuknya 
perdamaian dan kesejahtraan. Keadilan sosial merupakan sila kelima dalam 
asas dasar ideologi negara (pancasila). Pancasila pertama kali disampaikan 
oleh Soekarno pada pidatonya satu juni 1945 dalam sidang umum pertama 
badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yang kemudian 
diusalkan untuk dijadikan dasar negara indonesia. Dengan demikian, pancasila 
merupakan hasil penggalian dan perumusan dari kekayaan nilai dan interaksi 




Keadilan sosial dalam pancasila mencakup segala bidang kehidupan 
artinya semua dan setiap bidang kehidupan harus dijamin untuk bisa dinikmati 
keadilannya. Baik kesempatan menikmati keadilan dibidang hukum, politik, 
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan tidak ada alasan 
untuk menerapkan perlakuan yang berbeda, baik dalam hal status, kedudukan, 
golongan, keyakinan, ras , dan sebagainya tidak berhak untukbertindak 
deskriminatif.
24
 Dan keadilan sosial merupakan ujung harapan dari semua sila-
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sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat yaitu: ketuhanan yang 
maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan indonesia, dan 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat. 
Mengenal sifat keadilan Allah mempunyai tujuan untuk lebih meyakini 
dan mendekatkan diri kepadaNya. Lebih jauh dari itu, mendorong manusia 
berbudi pekerti – sebatas kemampuannya – dengan sifat adil Allah itu, dan 
mendorong mereka untuk berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meraih – 




Akan terapi sejauh ini keadilan sosial kurang dimengerti arti dan isinya 
dan dengan dan dengan demikian juga kurang dilaksanakan, sehingga 
masyarakat yang adil dan makmur yang dicita-citakan masih jauh dari 
kenyataan.kebanyakan uraian mengenai keadilan sosial hanyalah pernyataan-
pernyataan yang bersifat sangat umum dan singkat atau semacam lingkaran 
yang tidak menjelaskan artinya.
26
 
Lalu bagaimana peradilan di Indonesia?. seperti beberapa kasus yang 
disebabkan ketidakadilan yang didapat oleh korban pidana, salah satu contoh 
TKI Sragen, dimana seorang TKI di Hongkong bernama Erwiana 
mendapatkan siksaan dari majikan selama 8 bulan bekerja, dan dipulangkan 




Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial(Jakarta: Rajawali, 1985),h.22 
11 
 
dalam kondisi sakit tanpa bantuan dari instansi penyalur tenaga kerja yang 
menaunginya dan kepolisian baik dari Hongkong dan Indonesia.
27
 
Seperti peradilan pada kasus pencurian sandal jepit oleh pelajar SMP, 
karena pemilik sandal adalah seorang anggota kepolisian.Hingga pencurian 
pada tahun 2009, yaitu seorang pencuri 5 batang jagung yang terancam 
hukuman 5 tahun penjara. Bandingkan dengan kasus korupsi yang menimpa 
anggota pemerintahan contohnya anggota parlemen yang sudah menghabiskan 
uang rakyat hingga miliyaran rupiah, seperti Nazaruddin yang divonis 7 tahun 
penjara dan Angelina Sondakh yang mendapat vonis 12 tahun penjara. Dan 
inilah sebagian potret keadilan hukum di Indonesia yang saat ini mengalami 
krisis keadilan.Maka dari itu, keadilan hukum itu sangat sempit dan memiliki 
kelemahan. 
Hal yang sama, yaitu keadilan ekonomi yang tidak didapatkan oleh 
kaum buruh pabrik, banyak dari mereka melakukan aksi demonstrasi 
menuntut hak upah dinaikkan, karena terjadi ketidakseimbangan dengan biaya 
hidup yang dikeluarkan. Akhirnya berdampak pada status sosial masyarakat, 
orang yang kaya memainkan pangsa pasar, sedangkan masyarakat menengah 
kebawah terus ditekan dengan kebutuhan pokok yang terus mahal dan tidak 
stabil.  
Oleh karena itu hemat penulis hal ini menjadi penting untuk 
merefleksikan kembali nilai-nilai keadilan untuk menumbuhkan semangat 
keadilan dalam setiap segi kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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D. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis 
merumuskan permasalahan sebagai pijakan dasar penelitian, sebagai berikut: 
1. Bagaimana keadilan sosial dalam perspektif  Al-Qur‘an? 
2. Bagaimana hubungan keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur‘andan 
Pancasila? 
 
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
a. Mengetahui bagaimana keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur‘an. 
b. Mengetahui Bagaimana hubunankeadilan sosial dalam perspektifAl-
Qur‘andan Pancasila. 
2. Manfaat penelitian 
a. Secara akademik, penelitian ini merupakan satu sumbangsih sederhana 
bagi pengembangan studi Al-Qur‘an dan untuk kepentingan studi 
lanjutan, yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para 
peneliti lainnya yang ingin memperdalam studi Al-Qur‘an dan Tafsir. 
Sekaligus guna memenuhi salah satu syarat akademis untuk 
memperoleh gelar sarjana strata satu dari fakultas ushuluddin 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
b. Sebagai sumbangsih pengetahuan dalam pemikiran keislaman dan 
kebangsaan. 
c. Sebagai kontribusi dalam keislaman dalam konsep keadilan. 
13 
 
d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi ilmu pengetahuan dalam ranah keIslaman pada umumnya dan 
studi ilmu Al-Qur‘an dan Tafsir pada khususnya. 
 
F. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitan 
Untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian serta 
untuk menjaga konsistensi penulisan dengan tujuan yang diharapkan, 
diperlukan suatu pendekatan serta metode penyusunan yang selaras dengan 
panduan penulisan skripsi fakultas ushuluddin UIN Raden Intan Lampung 
tahun 2014, tentunya agar dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan 
memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk mencari data yang diperlukan 
dalam penelitian (skripsi) ini, penulis menggunakan teknik penulisan sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan (Library research). Penelitian kepustakaan adalah 
suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengutip dari berbagai teori 
dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang 
diteliti.
28
 Seluruh data yang digali kemudian dianalisa, yang bersumber 
dari buku-buku atau tulisan yang terdapat dimedia baik cetak maupun 
elektronik. Adapun data-data tersebut tidak terbatas hanya pada tulisan 
tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Tetapi juga 
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melibatkan tulisan-tulisan orang lain yang mempunyai kaitan dengan apa 
yang sedang diteliti. 
2. Sifat penelitian 
Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik, 
maksudnya adalah bahwa penelitian kepustakaan dengan penelusuran 
literatur tadi dideskripsikan dalam bentuk uraian yang kritis dan 
konstruktif. Maksudnya hanya memuat permasalahan yang relevan dan 
menyingkirkan data-data yang tidak perlu, serta menambahkan interpretasi 
baru. 
3. Sumber data 
Dalam penelitian ini penlis mengumpulkan data dan informasi 
dengan cara membaca, mencatat serta mengumpulkan data-data yang 
diperoleh menurut pokok  bahasannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis 
mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer menjadi 
rujukan utama penelitian ini,
29
 adalah Tafsir Kementrian Agama Republik 
Indonesia, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah. Sedangkan data 
sekunder yang digunakan adalah sumber-sumber lain yang mendukung 
atas sumber primer. 
4. Tehnik pengumpulan data  
Tehnik yang digunakan penulis dalam memperoleh data-data yang 
dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini adalah tehnik dokumentasi, 
yaitu dengan menghimpun literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek 
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yang sedang penulis tulis. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dan 
diklarifikasikan data-data yang ada. 
5. Pengolahan data 
Setelah data-data dalam penelitian terkumpul maka data 
selanjutnya akan dianalisisterhadap data-data tersebut. Dengan metode 
deskriptif analisis, metode diskriptif digunakan untuk memberikan 
gambaran data yang ada serta memberikan interprestasi terhadapnya
30
, 
sedangkan metode analisis digunakan untuk melakukan pemeriksaan 
secara konsepsional atas makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang 
digunakan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat. 
Dalam tahap ini peneliti berusaha menghimpun dan menguraikan 
ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan dalam a;-Qur‘an dengan 
menyusun tema pembahasan dalam kerangka yang sistematis, serta 
melengkapi pembahasan dengan beragam penafsiran ayat-ayat keadilan 
dalam kitab tafsir. 
Selanjutnya penulis berusaha menganalisa korelasi ayat-ayat al-
Qur‘an dan Tafsir tentang keadilan dengan nilai kebangsaan sehingga bisa 
diambil kesimpulan sesuai rumussan masalah. 
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G. Tinjauan Pustaka. 
Wawasan Al-Qur’an : tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat 
karya M.Quraish Shihab yang didalamnya memuat penjelasan keadilan dan 
kesejahtraan. Menurutnya keadilan dalam Al-Qur‘an diungkapkan dengan 
beragam diantaranya dengan kata al-‘adl, al-qisth, al-mizan.keadilan artinya 
sama, yaitu tidak memihak karena baik yang benar maupun yang salah sama-




Muhammad Ridha dalam skripsi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul 
studi tematik konseptual terhadap ayat-ayat Al-Qur’an tentang keadilan 
sosial: relevensi dengan pancasila. Dalam karya tersebut ia mengupas 
keadilan sosial yang ditawarkan oleh soekarno dan hatta, bahwa keadilan dan 
kesejahtraan bisa terwujud jika ada demokrasi ekonomi dengan berlandaskan 
sistem perekonomian koperasi. 
Ahmad saefudin dalam skripsi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul 
konsep keadilan dalamAl-Qur’an: telaah kata al-‘adl dan al-qisth dalam tafsir 
al-qurtubi. Karya ini condong mengungkapkan makna kata al-‘adl dan al-
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LANDASAN TEORI TENTANG KEADILAN SOSIAL 
 
A. Pengertian Keadilan Sosial 
Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga akan sulit 
mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keadilan bentukan dari kata kerja adil yaitu 
tidak melebihi atau mengurangi daripada sewajarnya
32
, kata adil sendiri adalah 
kata serapan dari bahasa Arab ―al-‘adl‖ yaitu perkara yang tengah-tengah.33 
Al-Jurjani menjelaskan bahwa dari kata al-‘adl diambil pengertian keadaan 
yang menengah di antara dua keadaan yang ekstrem. Oleh sebab itu, kata al-
adl memiliki derivasi kata al-mizan (timbangan), dengan firman Allah swt. 
 َّلَعَل َكِيرُْدي اَمَو َناَزيِمْلاَو ِّقَْلِْاب َباَتِكْلا َلَز َْنأ يِذَّلا ُوَّللا
 ٌبِيرَق َةَعا َّسلا 
Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan 
(menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat 
itu (sudah) dekat? (QS. Asy-Syura/42: 17). 
 
Kemudian di imbuhi ke-an
34
 menjadi kata sifat yang berarti perbuatan 
atau perlakuan yang adil. Keadilan pada umumnya adalah keadaan dimana 
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setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang 
memperoleh bagian yang sama dari keyakinan kita bersama. Dalam al-Qur‘an 
dijelaskan perintah untuk bersikap adil. Memakai kata al-Qisth dalam firman 
Allah swt., 
 َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي  ْوَلَو ِوَِّلل َءاَدَهُش ِطْسِقْلاِب َينِماَّو َق اُونوُك اوُنَمآ
 ًايرِقَف ْوَأ اًّيِنَغ ْنُكَي ْنِإ َينِبَر ْقلأاَو ِنْيَدِلاَوْلا ِوَأ ْمُكِسُف َْنأ ىَلَع
 ْوَأ اوُوْل َت ْنِإَو اوُلِدْع َت ْنَأ ىََوْلْا اوُعِبَّت َت لاَف اَمِِبِ َلَْوَأ ُوَّللاَف
 َف اوُضِرْع ُتًايرِبَخ َنوُلَمْع َت َابِ َناَك َوَّللا َّنِإ  
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, 
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan.( QS. An-
Nis  4:135) 
 
Dari keterangan diatas, dapat dibedakan antara pengertian kata al-‘adl 
dan al-‘adalah.Kata al-adl berarti tindakan yang adil, sedangkan al-‘adalah 
berarti karakter yang mendorong perbuatan adil.
35
 
Islam memiliki konsep yang menyeluruh tentang kehidupan manusia 
dan alam yang diatur hubungannya dengan Allah.Dari sinilah, muncul 
ketentuan Islam sebagai pedoman hidup, batas, dan arahan di bidang politik, 
ekonomi, hukum keluarga, dan hak kewajiban dalam pergaulan. 
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Oleh karena itu, keumuman perintah adil dalam al-Qur‘an tidak 
dibatasi pada kelompok tertentu.Namun, sebagian diantaranya dibatasi 
ketikamenghukumi atau menyelesaikan persoalan yang timbul diantara 
manusia, seperti (QS. An-Nisa/4:58). Seluruh orang yang beriman 
diperintahkan untuk senantias berbuat adil kepada siapapun, meskipun itu 
merugikan diri sendiri, orang tua, sahabat, juga tanpa membedakan antara 
kaya dan miskin, seperti firman Allah swt., dalam (QS. An-Nisa/4:135).
36
 
Keadilan menempati posisi unik dalam filsafat dan merupakan topik 
utama filsafat politik.Tujuan pokok filsafat politik adalah mengevaluasi teori-
teori keadilan yang saling bersaing, menilai kekuatan dan koheren argumen-
argumennya.Tapi keadilan juga dibahas dalam filsafat moral. Bahkan wacana 
filsafat mengenai keadilan sejak awal 1980-an lalu lebih sebagai bagian dari 
memusatnya perhatian besar terhadap etika ketimbang oleh dorongan dari 
wacana filsafat politik sendiri. Perhatian ini menyertai dengan kemajuan-
kemajuan modern yang menghadapkan manusia pada masalah-masalah etis 
yang amat serius yang belum pernah dialami sebelumnya.
37
 
Memang tidak semua filsuf bersatu pendapat dalam memposisikan 
keadilan dalam filsafat moral.Pertama, perbedaan berkenaan dengan status 
epistemologis pernyataan-pernyataan moral yang masih menjadi perdebatan 
sampai kini.Kedua, perbedaan pandangan mengenai prinsip-prinsip dasar 
dalam teori moral. Frankena melihat ada tiga prinsip dasar teori moral; yang 
hak (the right), kewajiban (obligation), dan yang baik (the good) dan 
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iameletakkan keadilan dalam kerangka teori kewajiban moral normatif. Tapi 
JohnRawls tidak melihat tiga melainkan hanya dua prinsip dasar moral, yaitu 




Apapun tafsirannya, keadilan menempati posisi penghubung antara 
moral dan politik. Sejak zaman Yunani klasik, filsafat moral dan filsafat 
politik menempati domain yang sama yang disebut filsafat praktis, yaitu 
bidang yang membicarakan praksis manusia, yang dibedakan dari filsafat 
teoritis yang menyelidiki persoalan yang berkenaan dengan teoretis (fisika), 
abstrak (logika, matematika), ataupun metafisika.
39
 
Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan itu dapat dibagi dua: keadilan 
individual dan keadilan sosial. Keadilan individual adalah Keadilan yang 
tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Misalnya, 
saya sebagai dosen harus memberi nilai yang adil, yang sesuai dengan prestasi 
masing-masing mahasiswa, dengan memakai ukuran yang sama bagi semua 
yang ikut dalam ujian.
40
 
Ada juga keadilan yang tidak bergantung pada kehendak individu 
orang-orang yang bersangkutan, melainkan dari struktur proses-proses dalam 
masyarakat. Proses itu tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga sosial, 
politis, ideologis dan budaya. Itu tidak hanya berlaku dalam hal upah, 
melainkan dalam semua bidang; apakah petani mendapat harga yang wajar 
bagi produknya; apakah sebuah tuntutan atas tanah akan berhasil atau tidak; 
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hargabarang mana yang relatif mahal dan mana yang relatif murah; apakah 
seseorang dalam suatu perkara pidana dibela sungguh-sungguh atau mudah 
menjadi korban; semua itu tergantung dari struktur proses-proses politik, 






 adalah keadilan yang pelaksanaanya tergantung 
dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur yang 
mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan 
ideologi.Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur-
struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Dan masalah keadilan 
sosial ialah bagaimana mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-
akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada 
saat yang sama dimana masih ada golongan-golongan dalam masyarakat, 
terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya karena 
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B. Teori-Teori Keadilan Sosial 
Sekilas teori keadilan sosial dalam distributif dikelompokkan menjadi 
tiga, yaitu: 
1. Teori Egalitarianisme  
Didasarkan pada prinsip persamaan distribusi. Teori ini 
berpandangan bahwa pembagian dengan adil, bila semua orang mendapat 
bagian yang sama (equal). Membagi dengan adil berarti membagi secara 
sama. Jika karena alasan apa saja tidak semua orang mendapat bagian 
yang sama, menurut egalitarianisme pembagian itu tidak adil betul. 
Egalitarianisme diartikan sebagai doktrin atau pandangan yang 
menyatakan bahwa manusia-manusia itu ditakdirkan sama, sederajat, tidak 
ada perbedaan kelas dan kelompok. Egalitarianisme sendiri mendapat 
banyak simpati luas, semua manusia memang sama. Pemikiran ini 
merupakan keyakinan sejak zamanmodern, artinya sejak Revolusi Perancis 
menumbangkan monarki absolut dan feodalisme.Dan mengusung prinsip 
baru, yaitu liberty, egality, dan fratenity (kebebasan, persamaan, dan 
persaudaraan).Dalam artikel pertama dari ―Deklarasi hak manusia dan 
warga negara‖ (Revolusi Perancis, 1789), menyatakan ―Manusia 
dilahirkan bebas serta sama haknya, dan mereka tetap tinggal begitu.‖44 
Maksud bahwa semua manusia sama, yang utama adalah 
martabatnya. Konsekuensinya misalnya dalam bidang hukum semua 
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anggota masyarakat diperlakukan secara sama, tidak membedakan status 
sosial, ras, suku dan agama. Namun demikian, walaupun martabat manusia 
selalu sama, dalam banyak hal manusia tidak sama. Intelegensia dan 
keterampilan misalnya sering tidak sama.  
Egalitarian merupakan salah satu karakteristik masyarakat 
madani.Masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad bisa dijadikan 
stereotip masyarakat egaliter, yaitu adanya Piagam Madinah sebagai acuan 
jaminan pemenuhan hak-hak dan kewajiban warga Muslim dan non-
Muslin tanpa diskriminasi dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. 
2. Teori Sosialisme  
Kaum sosialis mendasarkan idenya pada klaim-klaim perjuangan 
terhadap nilai persamaan, keadilan sosial, kerjasama, kemajuan, kebebasan 
individu, nihilnya kepemilikan privat, dan kontrol negara atas barang-
barang produksi.Sosialisme memiliki idealisme hendak mewujudkan nilai-
nilai tersebut dengan melenyapkan kapitalisme digantikan dengan 
kepemilikan bersama (public ownership), sebuah sistem sosial di mana 
negara mengontrol produksi dan distribusi. Model gerakan yang 
diterapkan untuk mencapai transformasi sosial tersebut diperjuangkan 
melalui jalur konstitusi bahkan bisa dengan cara revolusioner.
45
 
Memilih prinsip kebutuhan sebagai dasarnya.Menurut mereka 
masyarakat diatur dengan adil, jika kebutuhan semua warganya terpenuhi, 
seperti keadilan sandang, pangan dan papan.Secara konkret, sosialisme 
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memikirkan masalah-masalah pekerjaan bagi kaum buruh dalam konteks 
industrialisasi. 
Dalam teori sosialisme tentang keadilan mempunyai prinsip 
tentang bagaimana burdens harus dibagi: hal-hal yang menuntut 
pengorbanan. Sedangkan bagian kedua menjelaskan bagaimana benefits 
harus dibagi, hal-hal yang enak untuk didapat sedangkan hal-hal yang 
berat harus dibagi sesuai dengan kemampuan.
46
 Tidak adil apabila orang 
cacat diharuskan bekerja sama beratnya seperti orang yang utuh anggota 
badannya. Kepada orang yang menyandang cacat badan harus diberi 
pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. 
Ide gerakan ini dipelopori oleh Karl Marx, tetapi sejak 
meninggalnya Karl Marx akhirnya gerakan ini menamakan dirinya 
Marxisme yaitupengikut Karl Marx. Setelah muncul berbagai macam 
pertentangan dikalangan pengikut Marx muncul interpretasi baru tentang 
Marxisme yang dibawakan oleh Lenin yang berhasil mendirikan negara 
Republik Sosialis Uni Soviet (1917).
47
Yang disusul setelah Perang Dunia 
II yaitu negara China yang dikembangkan oleh Mao Tse Tung. 
3. Teori Liberalisme  
Salah satu ciri masyarakat liberal yang membedakannya dengan 
masyarakat tradisional dan masyarakat non liberal adalah penilaian yang 
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tinggi terhadap individualisme dan privasi.
48
 Individualisme dan privasi ini 
menghasilkan suatu masyarakat yang di dalamnya siap mengejar 
kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, 
sehingga terciptalah suatu sistem kelas yang sangat kejam.
49
Dan juga 
mendorong keterputusannya dengan masyarakat primer (keluarga, teman, 
dan kelompok). 
Liberalisme mendorong sekularisme, keterputusan dengan Tuhan 
dan semua yang didukung-Nya.Liberalisme melepaskan manusia dari 
atribut-atribut sosialnya, menjadikannya semata-mata warga negara formal 
di dalam negara yang tidak mengacuhkannya.
50
 
Masyarakat liberal kapitalis didasarkan pada privasi yang 
merupakan unsur budaya yang kuat.Manusia adalah individu yang terpisah 
darikeluarga, masyarakat, dan negara.Individu dianggap memiliki 
kebutuhan yang kuat untuk memisahkan diri dari komunitas.
51
 
Pemisahan individu dari hubungan-hubungan sosialnya 
menghasilkan dua ―kebutuhan‖ baru manusia.Pertama, kebutuhan 
kejiwaan akan privasi atau disebut ―ruang pribadi‖ (private space). 
Individu-individu diciptakan pada awal evolusi sosial kapitalisme.Mereka 
berpindah dari komunitas kelahiran untuk mencari pekerjaan, menikah 
dengan orang luar.Individu-individu mengakui bahwa mereka bisa bebas 
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dengan kebiasaan dan keinginan pribadi, tanpa tekanan sosial dari 
komunitas baru tempat mereka sekarang hidup.Dan ketika sudah menilai 
tinggi kebebasan sosial maka berkembanglah ide bahwa kebebasan adalah 
alamiah, bagian yang menyatu dengan manusia.Menjadi manusia tidak 
hanya membutuhkan pergaulan sosial dan rasa berkomunitas, tetapi juga 




Akibat kedua dari pemisahan individu dari hubungan sosialnya 
ialah kebutuhan untuk bertindak sebagai manusia pribadi dalam sejumlah 
urusan politik. Asumsinya adalah bahwa politik akan dijalankan paling 
adil kalau setiap orang membuat keputusan dan memilih sesuai dengan 
kepentingan pribadinya. Seperti tangan gaib pasar yang mengatur 




Oleh sebab itu, masyarakat kapitalis liberal mengakui bahwa 
individu membutuhkan integritas total, bebas dari kekerasan negara, dan 
membutuhkan kebebasan berbicara, pers, dan berserikat.
54
 
Liberalisme justru menolak pembagian atas dasar kebutuhan 
sebagai tidak adil.Karena manusia adalah makhluk bebas, dan harus 
membagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu 
bersangkutan.Yang tidak berusaha, tidak mempunyai hak pula untuk 
memperoleh sesuatu. Liberalisme menolak sebagai sangat tidak etis sikap 
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free rider; benalu yang menumpang pada usaha orang lain tanpa 
mengeluarkan keringat sendiri, orang seperti itu tidak mengakui hak 
sesamanya untuk menikmati hasil jerih payah. Dalam teori liberalistis 
tentang keadilan sosial atau distributif digaris bawahi pentingnya prinsip 
hak, usaha, tapi secara khusus berdasar pada prinsip jasa atau 
prestasi.
55
Terutama prestasi mereka lihat sebagai perwujudan pilihan 
bebas seseorang.Jadi, orang yang tidak berprestasi, cacat fisik pada 
akhirnya tersingkir dan tidak mendapat tempat. 
Salah satu negara yang menganut paham liberal adalah Amerika 
Serikat, dan Belanda.Negara-negara ini dianggap sebagai stereotip 
masyarakat Barat yang melindungi hak asasi manusia dan perlindungan 
hak asasi manusia yang bebas.Tetapi di negara yang sangat menjunjung 
nilai kebebasan hak manusia tingkat kejahatan lebih tinggi, karena sikap 
individual dan kebebasan untuk bertindak dilindungi oleh 
hukum.Danakhirnya memunculkan sebuah patologi sosial, seperti tingkat 
kejahatan yang tinggi, rasisme, kemiskinan, dan tuna wisma yang mereka 
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C. Keadilan Sosial dalam Pandangan Filsuf 
1. Definisi Keadilan oleh Filosof Barat 
a. Socrates (470-399 SM)  
Keadilan menurut socrates adalah melaksanakan apa yang 
menjadi fungsi/pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri 
fungsi/pekerjaan orang lain. Keadilan akan terwujud jika 
melakukannya secara baik, apapun sesuai dengan kemampuan team 
work dan serasi dibawah pengarahan yang paling bijaksana. Ia 
menekankan akan pentingnya pengenalan terhadap diri. Yang 
mengenal dirinya berarti mengenal Tuhannya. Ia meyakini bahwa 
manusia terdiri dari jasmani dan rohani, yang keduanya tidak bisa 
dipisahkan. Dari kedua unsur inilah berbagai nilai manusia 
dimunculkan termasuk sifat keadilan.
57
 
Socrates membedakan tipe manusia menjadi tiga, yakni: akal 
budi (reason), semangat (spirit), dan nafsu (desire). Ketiga tipe ini 
akan mencapai puncaknya di bawah pengarahan akal budi dan 
kemudian keadilan dalam masyarakat akan terwujud apabila 
masyarakat melakukan secara baik apa saja yang sesuai kemampuan 
dengan arahan dari yang paling bijaksana (akal budi/filosof). 
b. Plato (427-347 SM)  
Teori Ide Plato merupakan pandangan terhadap segala jenis 
keberadaan, fisik, kebinatangan, manusia, masing-masing jenis dengan 
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bentuk atau esensinya sendiri-sendiri yang menunjukkan dan 
mengaturstandar atau sifatnya. Bagi Plato, segala jenis makhluk, 
anjing, orang, memiliki kebajikan, lurus atau hebat dalam fungsinya 
menurut sifat alaminya, mengacu pada satuan standar bentuknya. 
Untuk mengetahui apa yang bijak, adil, dan mengesankan, atau benar 




Bahwa manusia tidak memiliki esensi atau bentuk yang 
sederhana, tetapi manusia juga tersusun dari beberapa elemen yang 
mengimbangi berbagai kapasitas atau fungsi alaminya.Fungsi jelas 
yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan makhluk hidup 
yang lainnya adalah kemampuannya menggunakan bahasa dan 
berfikir.Dua elemen lainnya adalah nafsu badaniah, hasrat, kebutuhan; 
dan elemen rohaniah, yang ditunjukkan dalam ungkapan emosi seperti 
kemarahan, sindiran, ambisi, kebanggaan, melindungi diri, 
kehormatan, kesetiaan, dan keberanian. 
Dari tiga elemen diatas, kapasitas menggunakan bahasa dan 
berfikir adalah yang paling penting dalam esensi manusia yang 
karenanya berada pada tingkatan tertinggi.Dalam tiga elemen bentuk, 
manusia berada pada hierarki alami, sebuah struktur dimana elemen 
akal merupakan kekuatan tertinggi, dalam nilai dan kapasitasnya untuk 
kebenaran.Nafsu badaniah berada pada tingkatan paling bawah 
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darihierarki ini, dan tingkatan menengahnya diisi elemen rohaniah. 
Disini kita mendapatkan garis besar dari apa yang dikenal sebagai teori 
diri atau jiwa atau pikiran atau kepribadian tripartit milik Plato.
59
 
Keadilan atau kebajikan atau kehebatan bagi manusia, seperti 
bagi semua makhluk lainnya, ada bentuk memfungsikan atau 
menyeimbangkan bentuk dan esensinya.Jadi keadilan atau kebajikan 
bagi manusia berfungsi menyeimbangkan esensi yang menurut telaah 
Plato terdiri atas tiga elemen berbeda yang membentuk sebuah struktur 




Plato menggambarkan teori sifat tripartit dari jiwa manusia 
ini.Secara tersirat dalam pernyataan Plato atas tiga elemen yang 
bersama-sama membentuk jiwa manusia, terdapat penggambaran 
bahwa Plato telah mengalami konflik psikologis. Disini dia telah jauh 
melampaui doktrin Sokrates bahwa kebajikan adalah pengetahuan, 
bahwa jika kita benar-benar tahu kebaikan maka kita akan bertindak 
sesuai dengan itu. Yang dilihat Plato disini adalah bahwa meskipun 
akal mungkin tahu apa yang baik, elemen akal mengalami benturan 
dengan nafsu badaniah. Dalam skenario film barat hollywood, koboi 
didalam bar pada satu pihak nafsunya tertarik pada perempuan cantik 
dan minuman beralkohol, perempuan tadi memancingnya untuk 
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minum. Namun dilain pihak akalnya menarik dia dengan mengatakan 
bahwa dia akan terlibat masalah yang besar.
61
 
Karena manusia memiliki jiwa tripartit, kata Plato, kebaikan 
tertinggi bagi manusia pasti bukanlah kesenangan, karena kesenangan 
sekedar tujuan dari memuaskan nafsu badaniah, yang menyusun hanya 
satu dari tiga elemen jiwa. Kebaikan tertinggi manusia adalah rasa 
tentram atau kebahagiaan yang bersumber dari sifat-sifat alaminya 
yang berfungsi penyeimbang dari pemenuhan kebutuhan ketiga elemen 
yang membentuk manusia.Hanya dengan memenuhi ketiga kebutuhan, 
dengan akal yang mengarahkan elemen rohaniah dan nafsu badaniah, 
bisa memuaskan sifat alami manusia yang kompleks.Dan jika setiap 
elemen diri berfungsi seperti ini, berkenaan dengan perannya yang 
sesuai dalam diri yang terbangun, kehidupan orang seperti ini bisa 
dikatakan bijak dan dia mengalami keadilan jiwa, penggabungan 
kepribadiannya menjadi ketentraman dan kebahagiaan. 
Moralitas, demikian jelas Plato, terdapat pada pemahaman dan 
penjagaan harmoni dan keseimbangan antara elemen rasional dan tak 
rasional jiwa, moralitas atau kebajikan atau kehebatan jiwa beserta 
produk kebahagiaannya. Namun karena harmoni atau keseimbangan 
harus dipahami supaya bisa diraih –hal tersebut tidak terjadi begitu 
saja- doktrin Socratik bahwa kebajikan yang terdapat pada 
pengetahuan sebatas apa yang benar dalam pandangan Plato, dalam 
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pemikiran bahwaharmoni tiga elemen, dan hasil ketentraman dan 
kebahagiaan, bersumber dari pengetahuan, pengetahuan tentang bentuk 
sifat alami manusia yang kompleks.
62
 
Kunci menuju kesehatan mental dan moralitas serta keadilan 
adalah penyatuan bagian-bagian yang berpotensi konflik dalam 
diri.Persoalan bahwa akal mengendalikan nafsu dan elemen rohaniah 
digambarkan Plato pada dialog lainnya, phaedrus. Ia menganalogikan 
sosok manusia berada diatas kereta kuda, mengendarai dua kuda. Satu 
kuda (elemen roh) sangat baik, tidak perlu dicambuk, mudah diarahkan 
walau hanya dengan suara pengendara.Kuda yang satunya lagi (nafsu 
badaniah) sangat buruk, sulit dikendalikan meski dicambuk, dan selalu 
berusaha berbelok keluar jalan dan melarikan diri.Pengendara (akal) 
menarik kedua kuda, masing-masing mengarah kearah yang 
berbeda.Plato disini menggambarkan tiga elemen kepribadian yang 




Pada jiwa yang lurus, bermoral, atau waras, ketika fungsi-
fungsi kerja akal terpenuhi sebagai pengendali elemen jiwa yang lain, 
akan menampilkan kebajikannya, yakni kebijaksanaan. Dengan cara 
yang sama, pada saat elemen roh menunjukkan fungsi kebencian, 
ambisi dan heroiknya dalam batas yang diciptakan oleh struktur jiwa, 
elemen inimenunjukkan kebajikannya, yakni keberanian. Seseorang 
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bisa menjadi berani dalam cinta, dalam perang, dan dalam persaingan 
olahraga, bisnis atau intelektual.Dan akhirnya, ketika nafsu 
menampilkan fungsinya secara benar, elemen ini menampilkan 




c. Aristoteles (384-322 SM) 
Ada dua macam kebajikan bagi manusia; moral dan 
intelektual.Kebajikan moral, kata Aristoteles terletak pada kendali 
rasional terhadap hasrat tak rasional dan nafsu jiwa.Kebajikan ini –
keberanian, kendali diri, keadilan, kehormatan diri, kemerdekaan—
berkembang melalui latihan sampai bisa menjadi suatu kebiasaan. ―kita 
menjadi adil‖, kata Aristoteles bijak, ―dengan melakukan tindakan 
adil.‖ Socrates melakukan kesalahan, kata Aristoteles, karena 
menyatakan bahwa kebajikan adalah pengetahuan, bahwa untuk 
mengetahui kebaikan adalah dengan melakukan kebaikan; 
pengetahuan tentang kebaikan bisa mempengaruhi perilaku kita hanya 
jika hal itu dilatih dan menjadi kebiasaan.Apalagi, masing-masing 
kebajikan moral merupakan alat yang ditentukan secara rasional antara 




Kebahagiaan bagi manusia terdapat pada aktifitas yang 
seimbang dengan kebajikan moral, namun hanya ketika aktifitas 
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kebajikan tersebut bertahan seumur hidup.
66
 Keadilan dalam 
pandangan Aristoteles terdapat dalam filsafat hukumnya, ―karena 
hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan‖.67 
Yang penting dalam pandangan Aristoteles ialah pendapat 
bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.Namun 
Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan 
kesamaan proporsional.Kesamaan numerik mempersamakan setiap 
manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami 
tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan 
bahwa semua warga adalah sama didepan hukum. Kesamaan 
proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai 
dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Dari pembedaan 
ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan 
seputar keadilan. 
Lebih lanjut, ia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan 
distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum 
publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.Keadilan 
distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problem kesamaan 
atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. 
Dalamwilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa 
imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. 
Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan 
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yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi, 
dan dihilangkan. 
Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada 
distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama 
bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan 
―pembuktian‖ matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak 
Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain 
berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil 
boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, 
yakni nilainya bagi masyarakat.
68
 
Disisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu 
yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, 
maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang 
memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah 
dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si 
pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan 
terganggunya ―kesetaraan‖ yang sudah mapan atau telah terbentuk. 
Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan 
tersebut.Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan 
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Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan 
perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan 
keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia 
yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan 
tertentu dari komunitas tertentu.Pembedaan ini jangan 
dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang 
ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat.Karena, berdasarkan 
pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi 
sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, 
sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam 
bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika 
didapatkan dari fitrah umum manusia.
70
 
d. Immanuel Kant (1724-1804 M)71 
Dalam bukunya Grundlegung, Immanuel Kant (selanjutnya: 
Kant) merumuskan bahwa tidak ada hal lain yang baik secara mutlak 
kecuali ―kehendak baik‖. Agar tidak sekedar mengulangi definisi 
(‗baik‘), Kant menjelaskan ‗kehendak baik‘ sebagai kehendak 
yangbaik pada dirinya (an sich), tidak tergantung pada yang lain. Jadi, 
ada kehendak yang tidak baik pada dirinya, misalnya; kalau kita 
membantu orang agar pangkat kita ditingkatkan.Kehendak baik adalah 
                                                             
70
Ibid, h. 26-27.   
71Filsafat Immanuel Kant juga disebut ‗kritisisme‘. Istilah ini dipertentangkannya dengan 
‗dogmatisme‘. Sementara dogmatisme merupakan filsafat yang menerima begitu saja kemampuan 
rasio tanpa menguji batas-batasnya, kritisisme dipahami sebagai sebuah filsafat yang lebih dahulu 
menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio sebelum memulai penyelidikannya. Kant menyebut 
para filsuf sebelumnya disebut filsuf-filsuf dogmatis, dan yang terbesar diantara mereka adalah 
Wolff. Lihat, Budi Hardiman, Filsafat Modern, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 133.   
37 
 
sesuatu yang baik pada dirinya, tanpa pamrih, tanpa syarat.Di dunia ini 
manusia berjuang untuk melawan nafsu-nafsu dirinya, maka kehendak 
bisa dilakukan dengan maksud-maksud tertentu yang tidak baik pada 
dirinya.Dalam tindakan menunaikan kewajiban, menurut Kant, 
manusia meninggalkan pamrih-pamrihnya, maka kehendak baik 
didunia ini terwujud dalam pelaksanaan kewajiban.Kant lebih lanjut 
membedakan antara ―tindakan yang sesuai dengan kewajiban‖ dan 
―tindakan yang dilakukan demi kewajiban‖. Yang pertama ini, 
baginya, tidak berharga secara moral dan disebut ―legalitas‖, sedang 
yang kedua bernilai moral yang disebut moralitas. Kant berpendapat 
bahwa semakin sedikit pamrih kita untuk menunaikan kewajiban, 
semakin tinggilah nilai moral tindakan kita. Sebuah tindakan moral 
yang luhur adalah tindakan yang dilakukan demi kewajiban an sich. 
Pandangan Kant kerap disebut ―rigorisme moral‖ (rigor= keras, kaku 
ketat), karena dia menolak dorongan hati (belas kasih, setia kawan,dst) 
sebagai tindakan moral. Tetapi sebenarnya ia mau mengatakan bahwa 
dalam moralitas yang penting adalah pelaksanaan kewajiban, meski 
kadang kurang mengenakkan perasaan kita. Dorongan hati macam itu 
bisa saja baik, tapi moralitas tidak terletak padanya.
72
 
Kant lalu menghubungkan kewajiban dengan hukum. Hukum 
dimengerti sebagai hukum an sich, dengan sifatnya yang universal dan 
tidak mengizinkan kekecualian. Bertindak demi kewajiban adalah 
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bertindak dengan mengacu pada hukum itu.Nilai moral (baik buruknya 
tindakan), menurut Kant, tidak terletak pada hasil tindakan, melainkan 
pada sesuatu dalam kesadaran subjek moral yang disebutnya 
―maksim‖.Maksim dibedakan dari asas-asas (prinsip-
prinsip).Sementara asas-asas terstruktur secara objektif dalam rasio 
praktis setiap makhluk rasional (asas-asas objektif moralitas), maksim 
merupakan kehendak (wille) subjektif yang juga asasi (asas-asas 
subjektif kehendak).Ada dua macam maksim, yaitu maksim empiris 
atau material dan maksim a priori atau formal.Yang bernilai moral 
adalah maksim a priori itu. Maksim ini mematuhi hukum universal an 
sich dan tidak mengacu pada hasrat-hasrat indrawi, sedangkan maksim 
empiris mengacu pada efek-efek tindakan. Contoh dari Kant sendiri 
adalah mengenai orang yang diancam sedemikian rupa sehingga 
terpaksa dia mengucapkan janji palsu kepada pihak yang 
mengancamnya.Mengucapkan janji palsu dalam situasi terancam disini 
adalah maksim empiris, sebab mengacu pada efek tindakan; 
keselamatan.Maksim ini tidak bersifat a priori, sebab tidak bisa kita 
universalkan. Kehidupan moral masyarakat akan kacau balau kalau 
setiap orang berjanji dengan maksudmengingkarinya. Yang ingin 
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2. Definisi Keadilan oleh Filosof Timur 
a. Al-Kindi (801-873 M)  
Tentang keadilan, Al-Kindi berpendapat bahwa keutamaan 
manusia tidak lain adalah budi pekerti manusiawi yang terpuji. 
Keutamaan ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian. Pertama 
merupakan asas dalam jiwa, tetapi bukan asas yang negatif, yaitu 
pengetahuan dan perbuatan (ilmu dan amal). Hal ini dibagi lagi 
menjadi tiga : 
a. Kebijaksanaan (h ikmah) yaitu keutamaan daya fikir; bersifat 
teoritik yaitu mengetahui segala sesuatu yang bersifat universal 
secara hakiki; bersifat praktis yaitu menggunakan kenyataan yang 
wajib dipergunakan.  
b. Keberanian (nadjah) ialah keutamaan daya gairah (ghadabiyah), 
yang merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang memandang 
ringan kepada kematian untuk mencapai sesuatu yang harus 
dicapai dan menolak yang harus ditolak.  
c. Kesucian (iffah) adalah memperoleh sesuatu yang memang harus 
diperoleh guna mendidik dan memelihara badan serta menahan diri 
yang tidak diperlukan untuk itu.  
Kedua, keutamaan-keutamaan manusia tidak terdapat dalam 
jiwa, tetapi merupakan hasil dan buah dari tiga macam keutamaan 
tersebut.Dan ketiga, hasil keadaan lurus tiga macam keutamaan itu 
40 
 




b. Al-Farabi (870-950 M) 
Konsep etika yang ditawarkan Al-Farabi dan menjadi salah 
satu hal penting dalam karya-karyanya, berkaitan erat dengan 
pembicaraan tentang jiwa dan politik.
75
Begitu juga erat kaitanya 
dengan persoalanetika ini adalah persoalan kebahagiaan. Didalam 
kitab At-tan ih f  sa il  al-Sa’adah dan Tanshil al-Sa’adah, Al-Farabi 
menyebutkan bahwa kebahagiaan adalah pencapaian kesempurnaan 
akhir bagi manusia,
76
 al-Farabi juga menekankan empat jenis sifat 
utama yang harus menjadi perhatian untuk mencapai kebahagiaan di 
dunia dan di akhirat bagi bangsa-bangsa dan setiap warga negara, 
yakni : 
a. Keutamaan teoritis, yaitu prinsip-prinsip pengetahuan yang 
diperoleh sejak awal tanpa diketahui cara dan asalnya, juga yang 
diperoleh dengan kontemplasi, penelitian dan melalui belajar.  
b. Keutamaan pemikiran, adalah yang memungkinkan orang 
mengetahui hal-hal yang bermanfaat dalam tujuan. Termasuk 
dalam hal ini, kemampuan membuat aturan-aturan, karena itu 
disebut keutamaan pemikiran budaya (fadhail fikriyah 
madaniyyah).  
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c. Keutamaan akhlak, bertujuan mencari kebaikan. Jenis keutamaan 
ini berada dibawah dan menjadi syarat keutamaan pemikiran, 
kedua jenis keutamaan tersebut, terjadi dengan tabiatnya dan bisa 




c. Ibn Maskawaih (932-1030 M)  
Ibn Maskawaih (selanjutnya: Maskawaih) menjelaskan teori 
etika secara rinci ditulis dalam kitab Tahd   al-Akhl q  a al-‘Araq 
(pendidikan budi dan pembersihan watak).
78
 Menurut Maskawaih, adil 
adalah sifat yang utama bagi setiap manusia, yang ditumbuhkan oleh 
tiga kekuatan yang terdapat pada dirinya, yaitu al-  ikmah 
(kebijaksanaan), al-Iffah (memelihara diri dari maksiat), dan al-
Syaja’ah (keberanian). Ketiga kekuatan itu berjalan beriringan 
sehingga menimbulkan dorongan untuk selalu berbuat adil 
(proporsional) terhadap dirinya maupun orang lain.
79
Tentang keadilan, 
Maskawaih menyebut asas semua keadilan adalah cinta kepada semua 
manusia.Tanpa cinta yang demikian, suatu masyarakat tidak mungkin 
ditegakkan. 
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Akhlak bagi Maskawaih, ialah suatu sikap mental atau keadaan 
jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa pikir dan 
pertimbangan.Sementara tingkah laku manusia terbagi menjadi dua 




Bagi Ibnu Maskawaih akhlak yang tercela bisa berubah 
menjadi akhlak yang terpuji dengan jalan pendidikan (Tar iyah al-
Akhl k) dan latihan-latihan. Pemikiran yang sejalan dengan ajaran 
Islam karena kandungan ajaran Islam secara eksplisit telah 
mengisyaratkan kearah ini dan pada hakikatnya syariat agama 
bertujuan untuk mengokohkan dan memperbaiki akhlak manusia. 
Kebenaran ini jelas tidak dapat dibantah, sedangkan akhlak atau sifat 




d. Al-Ghazali (1059-1111M)  
Filsafat etika al-Ghazali sekaligus dapat kita lihat pada teori 
tasawufnya dalam bukunya Ih ya’ Ulumudd n. Dengan kata lain, 
filsafat etika al-Ghazali adalah teori tasawufnya. Mengenai tujuan 
pokok dari etika al-Ghazali kita temukan pada semboyan tasawuf yang 
terkenal: al-Takhalluq bitakhalluq bi-Akhlaqillah ‘ala taqothil 
Basyariyyah, atau pada semboyannya yang lain, al-isyafu al-Shifatir-
Rahman ‘ala Taqhalil Basyariyah.  
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Maksud semboyan itu adalah agar manusia sejauh 
kesanggupannya meniru-niru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti 
pengasih, penyayang, pengampun dan sifat-sifat yang disukai Tuhan, 
sabar, jujur, takwa, zuhud, ikhlas beragama dan sebagainya.  
Dalam Ih ya’ Ulumudd n itu, al-Ghazali mengupas rahasia-
rahasia ibadat dari tasawuf dengan mendalam. Misalnya dalam 
mengupas soal at-Thahar h ia tidak hanya mengupas soal kebersihan 
badan lahir saja, tetapi juga kebersihan rohani.  
Al-Ghazali melihat sumber kebaikan manusia itu terletak pada 
kebersihan rohaninya dan rasa akrabnya terhadap Tuhan.Sesuai dengan 
prinsip Islam, al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai pencipta 
yangaktif berkuasa, yang sangat memelihara dan menyebarkan rahmat 
(kebaikan) bagi sekalian alam.Al-Ghazali juga mengakui bahwa 
kebaikan tersebar dimana-mana, juga dalam materi.Hanya 
pemakaiannya yang disederhanakan, yaitu kurangi nafsu dan jangan 
berlebihan. 
Bagaimana cara bertaqarrub kepada Allah, al-Ghazali 
memberikan beberapa cara latihan yang langsung mempengaruhi 
rohani. Diantaranya yang terpenting ialah mur qa ah, yakni merasa 
diawasi terus oleh Tuhan, dan al-muhasabah, yakni senantiasa 




Menurut al-Ghazali, kesenangan itu ada dua tingkatan, yaitu 
kepuasan dan kebahagiaan.Kepuasan adalah apabila kita mengetahui 
kebenaran sesuatu.Bertambah banyak mengetahui kebenaran itu, 
bertambah banyak orang merasakan kebahagiaan.
82
 
e. Fazlur Rahman  
Fazlur Rahman (1919-1988 M) (selanjutnya: Rahman) menilai 
adanya kebakuan dalam pemahaman umat Islam tentang moral yang 
berimplikasi pada pemisahan pemikiran hukum dan teologi. Maka, 
menurut Rahman umat Islam harus melihat kontinuitas yang 
menghubungkan hukum dan teologi dengan menggali etika al-
Qur‘an.Sebab etika itulah yang merupakan esensi sekaligus elan dasar 
dari al-Qur‘an.Ketika umatIslam tidak berusaha menggali aspek etis 
ini, maka jurang ketimpangan yang memisahkan teologi dari hukum 
tidak dapat dihindari.Kendati teologi kerap dijadikan basis pembelaan 
terhadap doktrin-doktrin hukum, faktanya tidak jarang teologi justru 
menjadi tantangan bagi fiqh.Demikian juga sebaliknya.Keduanya 
sering tidak sejalan, karena masing-masing tumbuh secara sendiri-
sendiri.Implikasi lebih jauh akibat kehampaan rumusan etika ini, 
sering kali kesalah pahaman menghiasi pemahaman Muslim terhadap 
al-Qur‘an.Dan inilah yang seharusnya dihindari.83 
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Menurut Rahman al-Qur‘an sering disalah pahami sebagai 
rumusan hukum semata ataupun hanya rumusan teologi saja.Maka 
untuk menyelaraskannya dibutuhkan kesadaran bahwa al-Qur‘an harus 
terbebas dari segala kepentingan, yaitu ditegakkannya etika al-Qur‘an 
yang bertumpu pada nilai humanitas itu sendiri, tetapi tetap berpegang 
pada nilai-nilai transedental ilahi. 
Ide fundamental yang mendasari teori etika Rahman dibagi 
menjadi tiga, yang menurut Rahman akan membentuk etika al-Qur‘an 
secara integral. Pertama, iman.Kata ini tidak bisa disamakan dengan 
pengetahuan intelektual atau rasional.Iman merupakan masalah hati 
nurani, yang harus bermuara pada tindakan.Karena itu pemisahan 
antara iman dengan tindakan adalah sesuatu yang absurd.Iman 
selaludigandengkan dengan amal saleh.Sebab, amal saleh hendaknya 
berakar dari iman.Kedua, Islam. Kata ini integral dengan iman.Sebab, 
penyerahan yang sejati mustahil dilakukan tanpa adanya iman.Islam 
adalah perwujudan lahiriah, konkret, dan terorganisasi dari iman, 
melalui suatu komunitas sosial normatif.Karena itu, anggota 
masyarakat haruslah didasarkan pada iman dan cahayanya, yang 
menjelma dalam komunitas sosial.
84
 
Ketiga, takwa. Jika iman (kepercayaan) berhubungan dengan 
kehidupan batin, dan Islam (kepasrahan kepada hukum Allah) 
berhubungan dengan perilaku lahiriah, maka taqwa mencakup 
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keduanya (keimanan dan penyerahan diri).
85
 Inilah yang bagi Rahman 
inti dari etika al-Qur‘an. Karena dengan takwa manusia bisa mengerti 
akan baik dan buruk dalam kehidupan sosialnya.  
Penekanan akan segi teologis ini membawa pemahaman bahwa 
Rahman ingin memberlakukan rumusan moral dalam Islam dengan 
kesadaran akan adanya Tuhan beserta penciptaan-Nya. Menurut 
Rahman pemberlakuan hukum etika sosial sangat diperlukan, karena 
seluruh ide nya sudah terkandung dalam ajaran Islam. 
f. Nurcholish Madjid (1939- 2005 M) 
Nurcholish Madjid (selanjutnya: Nurcholish), memberikan 
definisi keadilan dalam Islam menyangkut dua hal. Pertama, keadilan 
yang dalam al-Qur‘an dikaitkan dengan hukum ketetapan Allah bagi 
kosmos atau alam raya ciptaan-Nya.
86
 Allah berfirman:   an langit 
pun ditinggikan oleh- ya, dan ditetapkan- ya hukum  kesim angan 
 al-mi  n . Maka hendaknya kamu  umat manusia  janganlah 
melanggar (hukum) keseimbangan itu, serta tegakkanlah timbangan 
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Kedua, keadilan sebagai hukum Allah (sunnatullah) dari kitab 
suci, tekanan pembicaraan ialah kaitannya dengan keadilan hukum 
Allah untuk sejarah. Dan sejarah itu tidak lain ialah perjalanan hidup 
kelompok manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.
88
Dalam al-
Qur‘an menyebutkan bahwa sejarah dikuasai oleh hukum Allah yang 
tetap dan pasti, kemudian manusia diperintahkan untuk menarik 




Menurut Nurcholish, bahwa sunnatullah itu adalah sesuatu 
yang obyektif dan tidak akan berubah. Disebut obyektif, karena ia ada 
tanpa tergantung kepada pikiran atau kehendak manusia. Dan disebut 
tidak akan berubah karena ia berlaku selama-lamanya tanpa interupsi 
atau koneksi kepada seseorang. Maka siapa pun yang memahami dan 
mengikutinya akan beruntung, dan siapa pun yang melanggarnya, 
meskipun karena tidak tahu akan merugi. Analoginya ialah dengan 
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KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR’AN DAN PANCASILA 
 
A.  Ayat-ayat Keadilan dalam Al-Qur’an 
1. Keadilan  dalam Kata Al-‘Adl 
Kata al’adl dari segi bahasa memiliki beberapa arti, dalam kamus 
bahasa arab kata al’adl memiliki arti luruskan, menyamakan/kejujuran.91 
Dalam kamus besar bahasa indonesia kata adil diartikan: 1. Tidak berat 
sebelah/tidak memihak, 2. Berpihak kepada kebenaran, dan 3. Sepatutnya 
tidak sewenang-wenang. Firman Allah dalam QS An-Nahl ayat 90: 
 ِإَو ِناَسْحلإاَو ِلْدَعْلِاب ُرُمَْأي َوَّللا َّنِإ ِنَع ىَه ْ ن َيَو َبَْرُقْلا يِذ ِءاَتي
 َنوُر ََّكذَت ْمُكَّلَعَل ْمُكُظَِعي ِيْغ َبْلاَو ِرَكْنُمْلاَو ِءاَشْحَفْلا 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 
Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan berbuat adil dalam 
melaksanakan isi al-Qur‘an dengan menjelaskan segala aspek kehidupan 
manusia, serta berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan 
kesamaam dan keseimbangan diantara hak-hak kewajiban mereka. Hak 
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2. Keadilan  dalam KataAl-Qisth 
Qisth arti asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak  
harus  mengantarkan adanya "persamaan". Bukankah bagian dapat saja 
diperoleh oleh satu pihak? Karena itu,  kata  qisth lebih  umum  daripada  
kata  'adl,  dan karena itu pula ketika Al-Quran  menuntut  seseorang  
untuk  berlaku  adil   terhadap dirinya   sendiri,   kata   qisth  itulah  yang  
digunakannya. sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa 
ayat 135 
 ىَلَع ْوَلَو ِوَِّلل َءاَدَهُش ِطْسِقْلِاب َينِماَّو َق اُونوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 ْمُكِسُف َْنأ 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun 
terhadap dirimu sendiri 
Dalam ayat diatas Allah mengutus rasul-rasulnya dengan 
membawa kitab sebagai bahan petunjuk didunia dengan kitab itu 
sesungguhnya petunjuk akan dicapai dan dengan menaati seluruh isi 
kandungan yang ada didalam wahyu Allah itulah manusia akan mampu 







3. Keadilan  dalam KataAl-Mizan 
Penggunaan Mizan dalam al-Qur'an berasal dari kata wazn yang 
berarti timbangan, oleh karena itu mizan adalah alat untuk menimbang
93
. 
Dalam al-Qur'an diungkapkan dalm surat Ar-Rahman 7-8 yang berbunyi: 
( َنَازيِمْلا َعَضَوَو اَهَع َفَر َءاَم َّسلاَو7( ِناَزيِمْلا فِ اْوَغْطَت َّلََّأ )8) 
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca 
(keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. 
Dalam al-Qur'an penggunaan Mizan tidak hanya dalam bidang 
penggunaan timbangan atau ukuran yang menentukan keseimbangan akan 
tetapi hal itu merupakan bagian yang harus ditaati, maka hendaknya orang-
orang yang beriman jangan menimbang hasil penjualannya dalam bidang 
apa saja melakukan ketidak adilan sebab hal tersebut sangat merugikan 
orang lain. 
B. Keadilan Sosial Al-Qur’an 
1. Keadilan dimata Hukum 
Al-Qur‘an memerintahkan untuk berlaku adil di dalamproses 
penegakan hukum/peradilan serta Ancaman bagi mereka yang tidak mau 
menegakkan hukum.Keadilan merupakan sebuah azas pokok di dalam 
hukum Sehingga Allah menuntut kepada para penegak hukum untuk 
senantiasa menghukum secara adil. 
 
                                                             
93
M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, , (Bandung Mizan) hl.112 
51 
 
a. Keutamaan Keadilan94 dalam Hukum95 
Allah S T berfirman dalam surat Al-Nis  (4): 58 yang berbunyi:  
 َْين َب ْمُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلْىَأ َلَِإ ِتَاناَملأا اوُّدَؤ ُت ْنَأ ْمُُكرُمَْأي َوَّللا َّنِإ
 ِساَّنلا َناَك َوَّللا َّنِإ ِوِب ْمُكُظَِعي ا َّمِِعن َوَّللا َّنِإ ِلْدَعْلِاب اوُمُكَْتَ ْنَأ
ًايرِصَب اًعي َِسَ 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
96
 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil
97
. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 




Ayat ini memerangkan bahwa diantara amal-amal saleh yang 




100. Muhammad bin Ka‘ab, Za‘id bin Aslam dan 
Syahr bin Hausyab berkata: sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para 
umara, yaitu yang berwenang memutuskan hukum diantara manusia. 
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Lewat ayat ini Allah menyuruh kepada manusia untuk menyeru kepada 
penegak hukum untuk berlaku adil di dalam menghukum.
101
 
Ahmad Mustofa Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat ini 
mengatakan amanah adalah yang dijaga untuk disampaikan kepada orang 
lain dan dikatakan orang yang menjaganya dan menyampaikannya, orang 
yang dipercaya dan orang yang menepati janji dan orang yang tidak 
menjaganya dan menyampaikannya orang yang penakut. Dan adil adalah 




Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dia berkata tatkala Rasulullah 
membuka mekkah Rasulullah memenggil Utsman Ibnu Tolha, tatkala 
Utsman Ibnu Tolha mendatanginya Rasulullah berkata tunjukan kepadaku 
(kunci ka‘bah) mengulurkan tangannya kepada Rasul Abbas berdiri dan 
berkata ya Rasulullah demi bapak dan ibumu, hendaklah menyerahkan 
sesuatu kepada ahlinya dan menjada amanat. Hukum keadilan itu 
membutuhkan beberapa prinsip antara lain: 
1. Ada tuduhan dan ada yang tertuduh dan argumen dari siterdakwa 
untuk mengetahui perkara yang dipersidangkan. 
2. Hakim itu tidak cenderung atau berpihak pada salah seorang yang 
bersengketa. 




 Ahmad Mustofa Al-Maraghi h.69 
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3. Hakim mengetahui hukum yang disyariatkan Allah untuk memutuskan 
perkara manusia berdasarkan Al-Qur‘an, sunnah, dan ijma‘. 




Ketika memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, ayat 
ini memulainya dengan menyatakan; apabila kamu menetapkan hukum 
diantara manusia. Akan tetapi menetapkan hukum bukanlah wewenang 
setiap setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain: 




Di dalam ayat lain ditegaskan bahwa perlakuan adil tersebut tidak 
memandang faktor kedekatan, faktor keluarga maupun harta. Seperti pada 
QS. al-Nisa‘: 135 berikut: 
 ىَلَع ْوَلَو ِوَِّلل َءاَدَهُش ِطْسِقْلِاب َينِماَّو َق اُونوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 َو ِنْيَدِلاَوْلا ِوَأ ْمُكِسُف َْنأ َلَْوَأ ُوَّللَاف ًايرِقَف ْوَأ اًّيِنَغ ْنُكَي ْنِإ َينِبَر ْقلأا
 َناَك َوَّللا َّنَِإف اوُضِرْع ُت ْوَأ اوُوْل َت ْنِإَو اوُلِدْع َت ْنَأ ىََوْلْا اوُعِبَّت َت لاَف اَمِِبِ
 ًيرِبَخ َنوُلَمْع َت َابِ 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun 
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya 
atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
                                                             
103
 Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Ibid., h.71 
104
 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah,...481 
54 
 
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala 





 menafsirkan Firman ( ِ ِّلِل َءاََدهُش) menjadi saksi karena 
Allah yakni hendaknya kalian menunaikanya semata-mata karena 
mengharap wajah Allah. Maka ketika itulah kesaksian itu akan menjadi 




Orang-orang beriman diperintahkan agar menjadi orang yang 
benar-benar menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat tanpa 
membedakan agama keturunan dan ras.
108
 Karenanya Allah 
memerintahkan kepada meraka untuk berlaku adil dalam segala hal. 
Dalam memberi kesaksian, Allah memerintahkan agar memberi kesaksian 
seperti apa adanya, tidak boleh memutar balikkan kenyataan, karena secara 
umum Allah Swt memerintahkan berlaku adil karena keadilan dibutuhkan 




Ahmad Mustofa Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat ini 
mengatakan didalam ayat ini bertemu kalimat Qawwamina yang diartikan 
berdiri tegak. Sadar dan membela, tidak tunduk kepada siapapun yang 
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hendak mencoba meruntuhkan keadilan.
110
 Keadilan adalah arti yang 
dipakai untuk kalimat Qisthi, yang berarti juga jalan tengah, tidak berat 
sebelah menjadi saksi kerena Allah. ―artinya berani mengatakan 
kebenaran.‖ Sehingga tidak adalagi rasa takut akan ancaman sesama 
manusia yang hendak memeungkiri keadilan. 
Keberanian berlaku adil walaupun terhadap diri sendiri, ataupun 
terhadap ibu bapak, kaum kerabat. ―artinya selain menegakkan keadilan 
karena Allah walaupun akan menyusahkan diri, hendaklah demikian juga 
menegakkan keadilan mengenai ibu bapak dan keluarga. Janganlah bantu 
membantu dalam menegakkan kezaliman dan merampas hak orang lain. 
Karena kekacauan terjadi disebabkan keadilan tidak ad lagi, menurapan 
bahaya yang menimpa semua orang dan penyebabnya pula saling berlaku 
zalim.‖111 
Syahadah (kesaksian) adalah untuk Allah bukan untuk manusia. 
Sesungguhnya Allah meridhoi keadilan untuk diri-Nya. Keadilan adalah 
mizan ilahi dimuka bumi. Untuk memebela yang lemah jangan 
disewenang-wenangkan oleh yang kuat, untuk memepertahankan yang 
jujur jangan dicurigai oleh sipendusta, untuk menegakkan yang benar 
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b. Berlaku adil dan objektif di dalam proses hukum 
Di dalam proses hukum, seorang hakim harus bersikap objektif dan 
memperlakukan orang yang berperkara secara sama.. Hal ini seperti 
pada firman Allah QS. Al-Maidah: 8 berikut:  
 ِطْسِقْلِاب َءاَدَهُش ِوَِّلل َينِماَّو َق اُونوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي  لََّو
 ُبَر َْقأ َوُى اوُلِدْعا اوُلِدْع َت لََّأ ىَلَع ٍمْو َق ُنآَنَش ْمُكَّنَِمرَْيَ
 َنوُلَمْع َت َابِ ٌيرِبَخ َوَّللا َّنِإ َوَّللا اوُقَّ تاَو ىَوْق َّ تِلل 
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 
saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku 
adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 
Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar 
melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan 
ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan 
agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan duniawi. 
Kerena hanya dengan demikian mereka bias sukses dan memperoleh 
hasil atau balasan yang mereka harapkan.
113
 
Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini untuk menganjurkan 
menegakkan keadilan, juga menjadi saksi dengan adil dan terhadap 
keadilan, yakni jangan menjadi saksi terhadap suatu yang tidak adil. 
Dan jagan kerena terdorong oleh rasa kebencian dan permusuhan 
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sehingga berlaku tidak adil. Tetaplah kalian berlaku adil, karena adil 




Agar proses peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya, 
Allah dan Rasul-Nya melarang untuk melakukan sogok/suap. 
Sebagaimana pada  surat Al-baqarah Ayat 188 berikut: 
 اوُلُكْأَِتل ِما َّكُْلْا َلَِإ َاِبِ اوُلُْدتَو ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت لََّو
 َنوُمَلْع َت ْمُت َْنأَو ِْثْلإِاب ِساَّنلا ِلاَوَْمأ ْنِم اًقِيرَف 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil
115
 dan (janganlah) 
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 
dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu 
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. 
Pada bagian pertama dari ayat Allah melarang makan harta 
orang lain dengan jalan bathil ―Makan‖ ialah mempergunakan atau 
memanfaatkan.
116
 Sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa 
arab dan bahasa lainnya. Kemudian pada ayat bagian kedua 
melarang menyuap hakim dengan maksut untuk mendapatkan 
sebagian harta orang lain dengan cara yang bathil, dengan menyogok 
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agar hakim memeberikan putusan yang menguntungkannya sehingga 




Salah satu etika di dalam peradilan bagi seorang hakim, 
adalah tidak tegesa-gesa di dalam mengambil sebuah keputusan. 
Karena ketergesa-gesaan di dalam menetapkan sebuah putusan, bisa 
menzhalimi suatu kelompok atau satu pihak. Prinsip ini sesuai 
dengan Qs. Al-Hujurat:6  
 اوُبيِصُت ْنَأ اوُن َّ ي َبَت َف ٍإَبَِنب ٌقِسَاف ْمَُكءاَج ْنِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 َينِمِدَان ْمُتْلَع َف اَم ىَلَع اوُحِبْصُت َف ٍةَلاَهَِبِ اًمْو َق 
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, 
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 
tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal 
atas perbuatanmu itu. 
Dalam ayat ini memperingatkan orang mukmin agar berhati-
hati, jika seorang fasik dating membawa berita janganlah bergegas-
gegas mempercayainya, tetapi hendaklah diteliti dan diselidiki 
kebenarannya supaya tidak ada pihak atau kaum yang dirugikan, 
ditimpa musibah atau bencana yang disebabkan berita yang belum 
pasti kebenarannya, hehingga menyebabkan penyesalan.
118
 
Ayat ini memberikan pedoman bagi sekalian kaum 
mukminin supaya berhati-hati dalam menerima berita terutama jika 
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bersumber dari seorang yang fasik. Maksud yang terkandung di ayat 
ini adalah agar diadakan penelitian dahulu mengenai kebenarannya. 
Mempercayai suatu berita tanpa diselidiki kebenarannya, besar 
kemungkinan akan membawa korban jiwa dan harta yang sia-sia, 
yang hanya menimbulkan penyesalan belaka.
119
 
e. Keputusanhukum berdasarkan apa yang tampak 
Di dalam menghukum, yang dijadikan patokan adalah apa 
yang tampak, bukan berdasarkan perilaku atau kebiasaan pihak yang 
berperkara ketika berada di luar masalah ini. Sehingga faktor pribadi 
dari yang berperkara bukanlah termasuk bahan pertimbangan di 
dalam penetapan hukum. Hal ini tergambar di dalam kisah Yusuf 
beserta para saudaranya berikut: 
 اًذِإ اَِّنإ ُهَدْنِع اَنَعاَتَم َانْدَجَو ْنَم لَِّإ َذُخَْأن ْنَأ ِوَّللا َذاَعَم َلَاق
 َنوُمِلَاظَل 
Berkata Yusuf: "Aku mohon perlindungan kepada Allah 
daripada menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan 
harta benda kami padanya, jika kami berbuat demikian, maka 
benar-benarlah kami orang-orang yang zalim". (QS. Yusuf: 79) 
Meskipun di dalam kisah ini merupakan rekayasa Yusuf 
untuk dapat bertemu dengan saudaranya Benyamin, namun dari lafaz 
 ُهَدْنِع َانَعَاتَم اَنْدَجَو ْنَم ِّلَّإ َرُْخأَن َْنأ ِّاللَّ َذاَعَم َلاَقdapat diambil pelajaran bahwa 
dari nabi-nabi terdahulupun, di dalam menetapkan putusan mereka 
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berpedoman kepada apa yang mereka dapati, bukan hanya 
berdasarkan persangkaan yang lemah. 
2. Keadilan Memenuhi Takaran dan Timbangan 
Allah Swt memerintahkan agar Menyempurnakan Takaran 
dan Timbangan dalam QS.Ar-Rahmân:9 yang berbunyi: 
 اوُميَِقأَو َناَزيِمْلا اوُرِسُْتُ لََّو ِطْسِقْلِاب َنْزَوْلا 
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah 
kamu mengurangi neraca itu. 
Al-qisth adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, 
keadilan yang menjadikan keduanya senang. Akan tetapi keadilan itu 
bisa saja menyenangkan salah satu pihak, dalam hal timbang 
menimbang, berbisnis bahkan bermuamalah. Yang diharapkan 
adalah hubungan harmonis dan itu tidak dapat terlaksana kecuali jika 
semua pihak yang terlibat merasa senang.
120
 
Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan timbangan 
dengan adil dan jangan berlaku curang. Ini menunjukan bahwa 
manusia harus memperhatikan timbangan yang adil dalam semua 
amal perbuatan dan ucapan-ucapannya.
121
 Kata Mizan berarti alat 
menimbang, kata ini biasa dipahami dalam arti keadilan, baik dalam 
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Tepatilah ukuran takaran timbangan dengan jujur, adil dan 
sempurna dalam menerima atau memberi, menjual dan 
membeli.
123
Perintah Allah untuk menyemournakan takaran dan 
timbangan adalah sekedsr menurut kemampuan yang biasa 
dilaksanakan dalam soal ini, karena Allah tidak membebani 
hambanya melainkan sekedar kemampuannya.Yang penting tidak 
ada unsur dan maksud penipuan.
124
 
Dalam ayat lain, Allâh Azza wa Jalla menyebutkan bahwa 
memenuhi takaran dan timbangan lebih utama dan lebih baik 
manfaat. Allâh Azza wa Jalla berfirman .dalam QS.Al-Isrâ`/17:35).: 
 ٌر ْ يَخ َكِلَذ ِميِقَتْسُمْلا ِسَاطْسِقْلِاب اُوِنزَو ْمُتْلِك اَذِإ َلْيَكْلا اوُفْوَأَو
لايِوَْأت ُنَسْحَأَو 
Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan 
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
 Salah satu hal yang berkaitan dengan hak pemberian harta 
adalah menakar denga sempurna.
125
Maksudnya ialah pada saat 
menakar barang hendaknya dilakukan setepat-tepatnya, dan 
secermat-cermatnya. Oleh karena itu, seorang yang menakar barang 
dagangan yang akan diserahkan kepada orang lain sesudah dijual 
tidak boleh dikurangi takarannya karena merugikan orang lain. 
Demikian pula kalau seseorang manakar barang dagangan orang lain 
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yang akan ia terima sesudah dibeli, tidak boleh dilebihkan kerena 
juga merugikan orang lain.
126
 
Hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu 
menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam 
takaranmu untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang 
lain, demikian pula kamu harus berlaku adil dan jujur jika 
menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap dan cara 




Diakhir ayat Allah menjelaskan bahwa menakar atau 
menimbang barang dengan teliti lebih baik akibatnya bagi mereka 
karena didunia mereka mendapat kepercayaan dari anggota 
masyarakat, dan akhirat nanti akan mendapat pahala dari Allah dan 
keridhaanNya serta terhindar dari apai neraka.
128
 
Dalam ayat lain Allâh Azza waJalla berfirman dalam 
QS,Hûd/11:84-86 
 ْنِم ْمُكَل اَم َوَّللا اوُدُبْعا ِمْو َق َاي َلَاق اًبْيَعُش ْمُىاَخَأ َنَيْدَم َلَِإَو
 ُكَاَرأ ِّنِِّإ َنَازيِمْلاَو َلاَيْكِمْلا اوُصُق ْ ن َت َلََّو ُُهر ْ يَغ ٍوَِلإ ِّنِِّإَو ٍْيرَِبِ ْم
( ٍطي ُِمُ ٍمْو َي َباَذَع ْمُكْيَلَع ُفاَخَأ84 َلاَيْكِمْلا اوُفْوَأ ِمْو َق َايَو )
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 ِفِ اْو َثْع َت َلََّو ْمُىَءاَيْشَأ َساَّنلا اوُسَخْب َت َلََّو ِطْسِقْلِاب َناَزيِمْلاَو
( َنيِدِسْفُم ِضْرَْلأا85 ُك ْنِإ ْمُكَل ٌر ْ يَخ ِوَّللا ُةَّيَِقب ) َينِنِمْؤُم ْمُتْن
( ٍظيِفَِبِ ْمُكْيَلَع َاَنأ اَمَو86) 
Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara 
mereka. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 
tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi 
takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam 
keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir 
terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." Dan 
Syuaib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan 
timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia 
terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan 
di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa (keuntungan) dari 
Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang 
beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu."  
Allah berfirman Dan kepada (penduduk) Mad-yan yaitu 
suku bangsa arab yang tinggal diantara Hijaz dan Syam, Kami 
utus) saudara mereka yaitu Syuaib sebagai Rasul. Setelah Nabi 
Syuaib menasehati kaumnya mereka seakan-akan bertanya apakah 
yang harus kami lakukan?
129
 Ia menyuruh mereka menyembah 
hanya kepada Allah dendiri, Tuhan yang tiada sekutu dan melarang 
melarang mereka berlaku curang dalam takaran dan timbangan 
dalam pergaulan dagang mereka. 
130
 
Nabi Syuaib juga melarang kaumnya berlaku curang 
mengenai takaran dan timbangan dalam hubungan dagang 
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mereka.Mereka disuruh untuk mencukupi takaran dan timbangan 
secara adil sebagai pemberi atau penerima.
131
 
Pada ayat 86 Nabi Syuaib memberikan penjelasan kepada 
kaumnya bahwa keuntungan yang halal yang mereka peroleh 
setelah menyempurnakan takaran dan timbangan, adalah lebih baik 
dari keuntungan yang haram yang mereka peroleh dengan cara 
mengurangi takaran dan timbangan, jika mereka beriman. Karena 
iman itu benar-benar dapat membersihkan jiwa dari keserakahan 
dan ketamakan, dan mengisinya dengan sifat pemurah. Tetapi jika 
mereka tidak beriman, tentu tidak akan dapat merasakan sama 
sekali. Selanjutnya Nabi Syuaib menjelaskan kepada kaumnya, 
bahwa ian bukanlah orang yang ditugaskan memelihara atau 
menjaga mereka dari berbuat kajahatan-kejahatan. Dan hanya 
sekedar menyampaikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk 
kepada mereka.Tugas itu telah dilaksanakan dengansungguh-
sungguh dan disertai dengan peringatan-peringatan tentang azab 
Allah kepada orang-orang yang tetap membangkang.
132 
Dalam ayat lain Allah Swt mengancam orang yang berlaku 
curang dalam takaran dan timbangan di akhirat. Sebagaimana 
firman-Nya dalam QS Al-Muthaffifin : 1-3 








( َينِف ِّفَطُمِْلل ٌلْيَو1 َنوُفْو َتْسَي ِساَّنلا ىَلَع اوُلاَتْكا اَذِإ َنيِذَّلا )
(2( َنوُرِسُْيُ ْمُىُوَنزَو ْوَأ ْمُىوُلاَك اَذِإَو )3) 
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang 
lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 
Kecelakaan, kebinasaan, kerugain yang besar pada hari 
kiamat akan dialami oleh orang yang melakukan kecurangan dalam 
menakar dan menimbang.
133
 Allah telah menyampaikan ancaman 
yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan 
menimbang yang terjadi ditempat-tempat jual beli di mekah dan 
madinah pada waktu itu.
134
 





 yang shahih, dia mengutarakan: 
setibanya Rasulullah Saw di Madinah, orang-orang tempatan 
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Diriwayatkan bahwa di kota Madinah ada orang disebut 
Abu Juhaniah ia mempunyai dua alat timbangan kecil dan besar, 
maka bila ia membeli, ia mempergunakan timbangan yang besar, 
bila menjual menggunakan timbangan yang kecil.
140
 
Di dalam ayat-ayat ini allah mengancam dengan keras, atau 
neraka wail terhadap orang-orang yang mencuri dalam timbangan, 
ukuran, meteran, literan dan sebagainya, yang sengaja akan merusak 
kepercayaan orang dalam perdagangan, yang terang-terang 
melanggar amanat kejujuran diharuskan bagi tiap orang beragama 
menurut tuntutan ajaran Allah dan Rasul-Nya.  
Sehingga ditanya: apakah mereka tidak menyangka, mengira 
atau merasa bahwa mereka kelak akan dibangkitkan untuk 
menghadap kepada Allah Tuhan semesta alam dan akan membalas 
semua amal kelakuan mereka yang baik meupun jahat buruk. Dan 
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C. Keadilan Sosial Pancasila 
1. Keadilan dalam Penegakan Hukum 
Pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
manusia, karena pada saat kelahirannya manusia telah bergaul dengan 
manusia lainnya yang disebut dengan masyarakat.  Sehingga oleh sebab 




Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka 
mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di 
masyarakat.Tetapi Juga hukum dapat menjadi subjek pembangunan 
manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan 
pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya.Di sinilah pentingnya peranan 
Pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di 
dalam perilaku masyarakat. 
Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan 
masyarakat haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan 
kehilangan rohnya. Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya 
hukum.Reformasi hukum haruslah melihat kembali padatatanan moralitas 
yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.Suara-suara 
rakyat dari bawah haruslah sudah tiba waktunya untuk disahuti, dengan 
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Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk 
memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia 
secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif 
dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi 
memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga 
secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama 
untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. 
Dalam pengertian seperti inilah dapat ditunjukkan bahwa Pancasila 
merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia terutama dalam 
pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. 
Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup 
kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan 
tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum 
yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan 
ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian seng-keta 
lainnya (alternative desputes or conflicts resolution).Bahkan, dalam 
pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula 
segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah 
normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala 
aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan 
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sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, 
penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap 
pelanggaran atau pe-nyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, 
khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang 
melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, 
dan badan-badan peradilan.  
Hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap 
orang yang ia berhak menerimanya.
144
 Peraturan hukum dibuat untuk 
setiap orang atau untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Secara teoritis 
dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu 
adil atau tidak adil,
145
 yaitu:  
1. Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap 
warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa 
memperhatikan kelebihan/kekurangan individu. 
2. Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian 
sesuai dengan keperluannya yang nyata.  
3. Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa 
yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan 
kepadanya. 
4. Asas prestasi objektif, bahwabagian seseorang warga masyarakat 
didasarkan pada syarat-syarat objektif.  
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5. Asas subyektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif misalnya 
intensi, ketekunan, kerajinan dan lain-lain. Dalam menegakkan hukum. 
Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan 
yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
146
 Penegakan hukum 
merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, 
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses 
perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. 
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.Setiap orang menginginkan 
dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang 
terjadi.Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap 
peristiwa yang tejadi.Jadi, pada dasarnya tidak ada penyimpangan, 
 meskipun  esok hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”.Inilah 
yang diinginkan kepastian hukum.Dengan adanya kepastian hukum, 
ketertiban dalam masyarakat tercapai.
147
 
Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang 
mengandung nilai-nilai keadilan sebagaimana yang diajarkan Pancasila 
daalam sila ke lima. Oleh karena itu hakikat penegakan hukum yang 
sebenarnya, kata Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan 
hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantab 
dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 
nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 
kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum 
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mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah 
hukum, dan perilaku.Penegakan hukum di Indonesia harus berarti 
penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan 
Pancasila dan UUD 1945. 
Setiap pelanggaran hukum materiil menimbulkan perkara (perdata, 
pidana, dan tata usaha negara). Perkara- perkara yang terjadi karena 
adanya pelanggaran hukum ini tidak boleh diselesaikan dengan cara main 
hakim sendiri (eigenrechting), tetapi dengan cara yang diatur dalam 
hukum formil (hukum acara). Sebab hukum formil merupakan peraturan-
peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin 
ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materiil.
148
 
Setiap warga negara dalam pergaulan bermasyarakat harus 
memperhatikan dan melaksanakan (mentaati) peraturan hukum, agar 
tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram.Kalau terjadi pelanggaran 
terhadap peraturan hukum yang berlaku, peraturan yang dilanggar itu 
harus ditegakkan. Dari uraian diatas penulis berharap tidak akan ada lagi 
yang namanya penegakan hukum masih diwarnai dengan kecurangan oleh 
aparat hukum Indonesia diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan 
serta lembaga kemasyarakatan. Pandangan keadilan dalam hukum nasional 
bersumber pada dasar negara.Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah 
negara (fiolosofische grondslag) sampai sekarang tetap dipertahankan dan 
masih tetap penting bagi negara Indonesia.Secara aksiologis, bangsa 
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Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subcriber of values 
Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, 
yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. 
Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia 
tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya 
berbunyi : ―Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia‖. Yang menjadi 
persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi 
hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. 
Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan 




1. ―Adil‖ ialah : meletakan sesuatu pada tempatnya.  
2.  ―Adil‖ ialah : menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain 
tanpa kurang.  
3. ―Adil‖ ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap 
tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan 
yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar 
hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran‖.  
Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakukan seimbang 
antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakukan yang 
seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui 
―hak hidup‖, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut 
                                                             
149
 Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak (Jakarta: Kalam Mulia, 1985),h.71.   
73 
 
denga jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula 
menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga 
memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang 
ada pada diri individu.
150
 
Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak 
dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam 
kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang ―main hakim sendiri‖, 
sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai 
keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang 
dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan 
sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan 
kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.Hukum 
nasional mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan 
didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan 
atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara 
sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih 
menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat 
dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok 
masyarakat hukum. 
Pada hakikatnya tegaknya hukum dan keadilan ini adalah wujud 
kesejahteraan manusia (warga masyarakat) lahir batin, sosial dan 
moral.Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa 
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kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia bukanlah tanggung jawab kelembagaan hukum semata-
mata, melainkan tanggung jawab semua warga negara sebagaimana 
ditetapkan oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945.Wujud tanggung jawab 
menegakkan keadilan ialah kualitas kesadaran hukum masyarakat yang 
nampak dalam tertib sosial atau disiplin nasional. 
2. Keadilan dibidang Ekonomi 
Keadilan sosial yang Soekarno tawarkan sebagai salah satu sila 
dalam Pancasila pada sidang BPUPKI pada 1 juni 1945 tidak hanya 
mengutamakan kesetaraan politik, melainkan pula kesetaraan ekonomi. 
Adapun kesetaraan ekonomi yang dimaksud tentulah bukan keharusan 
akan persamaan upah meski bekerja secara berbeda seperti yang terjadi 
pada paham sosialisme Komunis yang kemudian berimbas pada 
keruntuhan Uni Soviet. Kesetaraan ekonomi yang dimaksud ialah 
kesejahteraan  bersamayang sebaik-baiknya.
151
 
Kesejahtraan yang dimaksud adalah kemakmuran yang merata 
secara dinamis dan meningkat, masyarakat makmur yang berkeadilan 




Keadilan sosial terutama bidang ekonomi mempunyai kedudukan 
yang sangat penting dalam setiap masyarakat, baik kecil maupun besar. Di 
Indonesia hal itu diakui secara eksplisit. Keadilan sosial bukan saja 
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dinyatakan sebagai salah satu sila dasar negara disamping keempat sila 
lainya dari Pancasila, melainkan juga sebagai tujuan yang harus 
dicapaioleh Negara. Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa 
Negara Indonesia ―terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 
Indonesia, yang berkedaulatan rakyak dengan berdasar kepada Ketuhanan 
Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia. Disitu juga ditegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan ―ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.‖ Kata-kata itu mengungkapkan 
adanya kesadaran bahwa keadilan sosial bukan saja harus dilaksanakan 




Pada prinsipnya ―sila keadilan sosial menghendaki adanya 
kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat; bukan merata yang 
statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh 
kekayaan alam indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama 
menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian 
dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh 
rakyat. 
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keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus 
diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan 
negara yaitu mewujudkan kesejahtraan seluruh warganya serta melindungi 
seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh 
warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam 
pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip ingin 
menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa 
didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, 
perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).
154
 
Keadilan sosial bertumpu pada implementasi 
NegaraKesejahteraan,suatu cita sosial demi menyejahterakan rakyat yang 
berada dalam Negaratersebut.Negara bertugas melakukan distribusi 
kekayaan nasional demisebesar-besar kemakmuran rakyat.Hak milik 
pribadi tidak dilucuti selamamemiliki fungsi sosial. Negara yang 
berkeadilan dan keadilan dalambernegara akan mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. Hal ini senadadengan semboyan Jawa; gemah ripah loh 
jinawi, tata tentrem kerta Raharja,sebuah negeri yang berlimpah 
kebajikan dengan ridha Tuhan. 
Pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-
UndangDasar 1945 mempunyai kepercayaan bahwa cita-cita keadilan 
sosial dalambidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. 
Hal ini terlihatjelas pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 
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1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar 
asaskekeluargaan. 
2. Cabang produksi yang penting bagi Negara dan yangmenguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai 
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran 
rakyat. 
Peraturan di atas merupakan sendi utama bagi politik 
perekonomiandan politik sosial Republik Indonesia.Yang dimaksud 
dengan usahabersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah 
koperasi.Koperasimerupakan paham Indonesia yang memberikan segi 
ekonomi kepadakoperasi sosial lama; gotong royong.Cita-cita koperasi 
Indonesia menentangindividualisme dan kapitalisme secara 
fundamental.Paham koperasiIndonesia menciptakan masyarakat Indonesia 
yang kolektif, berakar padaadat istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi 




Keadilan sosial, khususnya keadilan ekonomi merupakan bagian 
darisistem ekonomi Pancasila.Sistem ekonomi Pancasila dilandasi 
olehsemangat Ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan dan 
keadilan.Hal ini terwujud secara gamblang pada karakteristik Ekonomi 
Pancasila, yaitukoperasi (keseimbangan) dan egaliter (persamaan). 
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Aristoteles membagi 2 makna keadilan; keadilan 
distributive(proporsional) dan keadilan komutatif (sama-rata).Dalam 
persepektifkeadilan komutatif Negara wajib memberikan jaminan sosial 
danperlindungan secara merata kepada seluruh warganya dan berhak 
dalammengelola Common Wealth (kekayaan bersama).Sementara 
dalamperspektif keadilan distributif, Negara wajib memberikan apresiasi 
baikberupa materi maupun bentuk penghargaan lainnya kepada siapa 
saja(pribadi, kelompok atau daerah) yang ikut menyejahterakan Negara 
danberhak untuk memungut pajak secara proporsional dari warganya. 
Keadilan adalah menuntaskan hak dan kewajiban.Hak adalah 
segalasesuatu yang harus diberikan kepada Anda. Sementara kewajiban 
adalahsegala sesuatu yang harus Anda berikan kepada pihak lain. Maka 
manusiayang adil haruslah melakukan kewajibannya dengan memberikan 
hak pihaklain dan menerima haknya dari kewajiban pihak lain atas dirinya. 
Pihak lainyang dimaksud bisa berupa manusia, kumpulan manusia 












ASPEK KEADILAN SOSIAL DALAM KONSEP IMPLEMENTASINYA 
A. Konsep Hukum 
Perintah menegakkan keadilan dalam Al-Qur‘an menggunakan istilah 
yang berbeda-beda disesuaikan dengan halihwal kepada hal apa ayat-ayat
156
 
itu ditunjukan.Allah memerintahkan agar berlaku adil dan janganlah didorong 
rasa benci, dendan, fanatisme, sehingga manusia tidak berlaku adil.
157
Keadilan 
Sosial dalam Al-Qur‘an adalah ketentuan yang wajib dan salah satu unsur 
vitalkehidupan sosial dan kemanusiaan.Ia adalah ketentuan yang wajib yang 
ditetapkanoleh Allah SWT bagi semua manusia tanpa pengecualian.
158
 Tanpa 
membedakan seseorang yang disebabkian oleh faktor-faktor tertentu misalnya 
karena kekayaannya, kekuasaannya, pangkat dan sebagainya. Sebab, keadilan 
harus lebih diutamakan atas hak-hak individu, kaum kerabat maupun yang 
lainnya. 
Hal ini telah terjadi dimasa jahiliyah, dimana berlaku tradisi pengkultusan 
terhadap kaum kerabat, karena hal itu dapat memperkuat kedudukan mereka, 
sebagaimana halnya mereka menganiaya kaum wanita dan anak-anak yatim 
karena kelemahannya dan tidak dapat memperkuat kedudukan mereka. 
Dalam suatu pemahaman nampaknya berasumsi bahwa sejauh mana 
tegaknya dan terpeliharanya eksistensi masyarakat hanya bisa diukur dengan 
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barometer keadilan. Dengan pengertian bahwa bila keadilan itu dapat 
dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, baik dalam komunitas kecil 
(keluarga), sedang (kelompok), maupun komunitas yang lebih luas (negara) 
Dalam surat Asy-Syura ayat 15 Allah SWT juga menegaskan kepada 
Rasulullah SAW untuk berlaku adil: 
 ْلُقَو ْمُىَءاَوْىَأ ْعِبَّت َت لََّو َتْرُِمأ اَمَك ْمِقَتْساَو ُْعدَاف َكِلَذَِلف  ُتْنَمآ
 ُمُكَن ْ ي َب َلِدْعلأ ُتْرُِمأَو ٍباَتِك ْنِم ُوَّللا َلَز َْنأ َابِ... 
Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan 
berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan 
janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah,  Aku  eriman 
kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil 
dianta rakamu…159 
Kata  ُمَُكنَْيب َلِدْعلأbukan berarti dua pihak antara kamu, tetapi ditengah-
tengah kamu. Nabi Saw. Bagaikan menyatakan kepada mereka: ―aku akan 
menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dimana kamu berada, 
sehingga tidak akan ada sedikitpun penganiayaan yang menyentuh kamu dari 
pihak diriku‖160 
Dalam ayat lain, surat An-Nahl ayat 90 Allah SWT mempertegas, 
 ِنَع ىَه ْ ن َيَو َبَْرُقْلا يِذ ِءاَتِيإَو ِناَسْحلإاَو ِلْدَعْلِاب ُرُمَْأي َوَّللا َّنِإ
 َنوُر ََّكذَت ْمُكَّلَعَل ْمُكُظَِعي ِيْغ َبْلاَو ِرَكْنُمْلاَو ِءاَشْحَفْلا 
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Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil
161
 dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang (melakukan) 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
162
 
Dalam Islam, keadilan ditegakkan atas seluruh warga negara tanpa 
melihatstatus. Oleh karena itu, semua hak-hakitumerata kepada 
semuanya.
163
Dengan artian bahwa Islam memberikan sepenuhnya hakyang 
dimiliki seseorang itu kembali kepada dirinya. 
Hak memiliki dalam kehidupan sosial Islam harus tunduk kepada 
kemaslahatan umat dan masyarakat.
164
Dan Islam memberikan pengakuan 
sepenuhnya atas hak individu. Pemberian hak milik ini Islam memiliki tujuan 
utama yaitu memperkenankan serta memberi jalan agar bakat-bakat yang 
dimiliki oleh setiap manusia menurut masing-masing dalam suatu bidang 




Islam memelihara keseimbangan hubungan antara Tuhan dan manusia, 
maka Islam juga berusaha membentuk keseimbangan hubungan antara sesama 
manusia dalam rangka melindungi hubungan tersebut dari dampak buruk yang 
ditimbulkan oleh tindakan yang berlebihan dalam aspek hukum dan ekonomi. 
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Itulah sebabnya mengapa Islam menginginkan terciptanya keadilan dalam 
seluruh kehidupan manusia dan tidak hanya dalam satu aspek saja.
166
 
Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang 
lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan.Tentang keadilan 
Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang artinya hai 
orangorang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong amu 
untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. Jika keadilan disandingkan dengan supremasi 
hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yangtidak terpisahkan. 
Keadilan akan terwujud jika didukung dengan tegaknyasupremasi hukum. 
Begitu pula, keadilan akan terpuruk jika supremasi hukum tidak ditegakkan. 
Islam mengajarkan agar keadilan dapat ditegakkan dalam setiap waktu dan 
kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa 
terciptanya sebuahtatanan masyarakat yang harmonis. 
Al-Qur‘an sangat menjunjung tinggi akan nilai persamaan di antara 
manusia, bukan membedakan dari derajat, ras, dan suku. 
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 اَّنِإ ُساَّنلا اَهُّ َيأ َاي ًابوُعُش ْمُكاَنْلَعَجَو ىَث ُْنأَو ٍرََكذ ْنِم ْمُكاَنْقَلَخ
 ٌميِلَع َوَّللا َّنِإ ْمُكاَق َْتأ ِوَّللا َدْنِع ْمُكَمَرْكَأ َّنِإ اوُفَراَع َِتل َلِئاَب َقَو
 ٌيرِبَخ 
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di 
antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.   -        49:13). 
Warna kulit, ras, bahasa, negara dan lainnya tidak ada dalam pertimbangan 
Allah. Di sana hanya ada satu timbangan untuk menguji seluruh nilai dan 
mengetahui keutamaan manusia. Yaitu, ―Sesungguhnya orang yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara 
kamu.‖ Orang paling mulia yang hakiki ialah yang mulia menurut pandangan 
Allah. Dialah yang menimbangmu, berdasarkan pengetahuan dan berita 
dengan aneka nilai dan timbangan.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal.” Dengan demikian, berguguranlah segala perbedaan, 
gugurlah segala nilai. Lalu, dinaikkanlah satu timbangan dengan satu 




Persamaan derajat ini ditegakkan atas teori kemanusiaan yang sempurna 
dan bersih, sampai-sampai dari fanatisme keagamaan sekalipun. Islam 
memberikan hak-hak kepada kaum musyrikin dalam bidang perlindungan jiwa 
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mereka sama dengan yang diberikannya kepada kaum mukminin, sepanjang 
antara mereka terdapat perjanjian damai. 
 اًنِمْؤُم َلَت َق ْنَمَو ًَأطَخ لَِّإ اًنِمْؤُم َلُتْق َي ْنَأ ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو
 اوُق َّدَّصَي ْنَأ لَِّإ ِوِلْىَأ َلَِإ ٌةَمَّلَسُم ٌَةيِدَو ٍةَنِمْؤُم ٍةَب َقَر ُرِيرْحَت َف ًَأطَخ
 ْحَت َف ٌنِمْؤُم َوُىَو ْمُكَل ٍّوُدَع ٍمْو َق ْنِم َناَك ْنِإَف ٍةَنِمْؤُم ٍةَب َقَر ُرِير
 ِوِلْىَأ َلَِإ ٌةَمَّلَسُم ٌَةيِدَف ٌقَاثيِم ْمُه َن ْ ي َبَو ْمُكَن ْ ي َب ٍمْو َق ْنِم َناَك ْنِإَو
 ًَةبْو َت ِْينَعِباَتَتُم ِنْيَرْهَش ُماَيِصَف ْد َِيَ َْلَ ْنَمَف ٍةَنِمْؤُم ٍةَب َقَر ُرِيرَْتََو
 اًميِلَع ُوَّللا َناََكو ِوَّللا َنِماًميِكَح 
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia 
mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang 
mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian 
(damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) 
membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 
memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak 
memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 
berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.( An-Nis  4:92) 
Demikianlah kafarat yang dikenakan kepada orang mukmin ataupun orang 
musyrik yang tidak ada perbedaan. 




 ْمُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلْىَأ َلَِإ ِتَاناَملأا اوُّدَؤ ُت ْنَأ ْمُُكرُمَْأي َوَّللا َّنِإ
 َوَّللا َّنِإ ِلْدَعْلِاب اوُمُكَْتَ ْنَأ ِساَّنلا َْين َب  َوَّللا َّنِإ ِوِب ْمُكُظَِعي ا َّمِِعن
ًايرِصَب اًعي َِسَ َناَك 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 
Kata "adil" dalam ayat ini -bila diartikan "sama"- hanya mencakup sikap 
dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini 
menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di 
dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama 
(dengan atau tanpa embel-embel penghormatan), kesungguhan mendengarkan, 
dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses 
pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan 
mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu 
persamaan tersebut menjadi wujud nyata kezaliman. 
Begitu pula dengan tegaknya peraturan dimasyarakat. Dibentuknya suatu 
peraturan bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tentram serta untuk 
mengayomi kehidupan para anggotanya. Namun semuanya akan teraplikasi 
manakala peraturan tersebut diciptakan hanya berdasarkan keadilan, bukan 




Dengan gambaran diatas janganlah didalam memutuskan hukuman berlaku 
tidak adil hal itu akan membuat kehancuran dan dapat merugikan orang lain 
yang tidak memiliki kekayaan, sebab antara oarang-orang yang kaya dan 
miskin ada persamaan dalam segi hukum barulah apabila konsep itu 
teraplikasi dalam kehidupan sosial bisa disebut adil, begitu luhurnya rasul 
yang memerintahkan berlaku adil walau terhadap anak sendiri harus berlaku 
adil. 
Sedang dalam Pancasila yang telah ditetapkan oleh PPKI  pada tanggal 18 
Agustus 1945 sebagai dasar negara telah menempatkan Pancasila sebagai 
dasar bagi landasan, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk 
dakam kehidupan hukum di Indonesia. Sehingga dalam pembangunan hukum 




Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti 
yang sangat penting sejalan dengan tujuan hukum yang terletak pada 
pelaksanaan hukum itu. Pelaksanaan hukum yang baik akan mewujudkan 
ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 
disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Praktis, segala 
perbuatan dalamkonteks berbangsa dan bernegara haruslah sesuai dengan 
aturan hukumyang berlaku.Perbuatan yang dimaksud haruslah mendapat 
persamaan didepan hukum, terlepas apakah pelaku perbuatan merupakan 
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warga Negaradengan strata sosial rendah, maupun Presiden sebagai Kepala 
Negarasekalipun.Perbuatan, kegiatan, atau tindakan dalam bidang apapun, 
selamamenyangkut persoalan berbangsa dan bernegara, haruslah sesuai 
denganaturan hukum. 
Suatu hukum harus ada jaminan bagi penegakkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang mampu menampung kebutuhan 
hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat guna menciptakan 
ketertiban dan keadilan.selain itu juga yang mampu memberikan kerangka dan 
aturan-aturan hukum yang efisien dan responsif terhadap penyelenggaraan 
kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini dan masa datang. 
Sehingga pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila harus 
mencakup diantaranya nilai keadilan sosial. Artinya bahwa dalam 
pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan 
kesejahtraan bagi seluruh rakyat indonesia.
169
 
Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di Negara 
Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hukum mempunyai peranan 
yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran 
pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam rangka 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka penegakan hukum harus 
dipelihara dengan baik melalui sistem dan pranata hukum yang baik berakar 
pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional. 
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Nilai-nilai Pancasila sangat penting peranannya dalam penegakan hukum 
agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat 
yang kita harapkan. Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam 
rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di 
masyarakat. Tetapi Juga hukum dapat menjadi subjek pembangunan manakala 
hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman 
pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sinilah pentingnya peranan Pancasila 
untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam 
perilaku masyarakat. 
Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat 
haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan 
rohnya. Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya hukum. 
Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah agar masyarakat 
jangan sampai mengalami aliansi atatau keterasingan dalam hukum, maka 
akan membawa konsekuensi yang besar yaitu akan terjadi ketidakpatuhan 
masyarakat terhadap hukum itu sendiri sehingga hukum akan kehilangan 
kewibawaannya didepan masyarakat yang diaturnya.
170
 
Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada 
dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : ―Keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia‖. Yang menjadi persoalan sekarang 
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adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang 
bersumber pada Pancasila. 
Pada hakikatnya tegaknya hukum dan keadilan ini adalah wujud 
kesejahteraan manusia (warga masyarakat) lahir batin, sosial dan moral. 
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa 
kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia bukanlah tanggung jawab kelembagaan hukum semata-
mata, melainkan tanggung jawab semua warga negara sebagaimana 
ditetapkan oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945. Wujud tanggung jawab 
menegakkan keadilan ialah kualitas kesadaran hukum masyarakat yang 
nampak dalam tertib sosial atau disiplin nasional. 
Keadilan dalam Al-Qur‘an dan Pancasila memiliki hubungan yang 
sejalanJika keadilan (Al-Qur‘an) disandingkandengan supremasi hukum, 
maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yangtidak terpisahkan, artinya 
adanya persamaan derajat dimata hukum tidak  menengenal warna kulit, ras 
bahasa, suku, kekayaan dan agama.Sedangkan dalam Pancasila hukum 
harus berlandaskan dengan nilai-nilai pancasila yaitu nilai keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat indonesia artinya Perbuatan yang dimaksud haruslah 
mendapat persamaan didepan hukum, terlepas apakah pelaku perbuatan 
merupakan warga Negaradengan strata sosial rendah, maupun Presiden 
sebagai Kepala Negara sekalipun. Perbuatan, kegiatan, atau tindakan dalam 
bidang apapun, selama menyangkut persoalan berbangsa dan bernegara, 





B. Konsep Ekonomi 
Dalam Al-Qur‘an konsep adil merupan aturan yang utama dalam seluruh 
aspek salah satu aspek yang di syariatkan agar berlaku adil yakni dalam 
bidang ekonomi, sebagaimana perintah itu diungkap dalam ayat Al-Qur‘an 
adanya larangan memperoleh harta kekayaan dengan jalan bathil, melainkan 
mencarai harta dengan jalan saling menguntungkan dan jangan saling berlaku 
tidak adil sebagaiman firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa:29: 
 َنوُكَت ْنَأ لَِّإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت لَّ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
اًميِحَر ْمُكِب َناَك َوَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت لََّو ْمُكْنِم ٍضاَر َت ْنَع ًَةراَِتِ 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
Mencari harta dibolehkan dengan cara berniagaatau berjual beli debgan 
dasar kerelaan kedua belah pihak tanda paksaan, karena dalam upaya 
kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau 




Selain norma diatas, dalam Al-Qur‘an juga memperhatikan sirkulasi dan 
distribusi harta benda secara seimbang dan adil dalam kehidupan. Allah Swt, 
menghendaki agar harta itu tidak berpusat hanya pada kelompok individu 
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tertentu sehingga individulainnya merasa dirugikan (Q.S.Al-Hasyir:7) yang 
berbunyi: 
 ْمُكْنِم ِءاَيِنْغلأا َْين َب ًةَلوُد َنوُكَي لَّ ْيَك 
supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja 
di antara kamu. 
Dalam ayat diatas jelas bahwa tidak dibenarkan segala macam bentuk 
monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok, tertentu saja 
apalagi kecurangan dalam menakar dan menimbang. Karena yang demikian 
itu akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi pada akhirnya akan merusak 
system perekonomian sebagaimana hal itu sedang terjadi pada kehidupan saat 
ini, yang penyebabnya tidak adanya keadilan ekonomi. 
Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya 
danmentauhidkannya. Menyempurnakan takaran dan timbangan dan 
janganmengurangi hak orang lain. Seseorang tidak di benarkan menakar 
dengan duatakaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi 
dantimbangan untuk umum. Timbangan yang menguntungkan diri dan orang 
yangdisenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya 




Olehkarena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku 
adil (jujur),sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Jual beli 
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seperti ini suatucontoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam 
kehidupannya,pergaulannya, dan muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan 
menakar dengandua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. 
Timbangan pribadi dantimbangan untuk umum, timbangan yang 
menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang 
lain. Kalau untuk dirinya sendiri danpengikutnya dia penuhi timbangan, tetapi 
untuk orang lain dia kuranginya. Bagiorang yang berani melakukan 
kecurangan dalam menakar atau menimbang akanmemperoleh kehinaan kelak 
di hari kiamat. Kecurangan dalam menimbang telah merugikan, meresahkan, 
dan mengecewakan pembeli. 
Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yangpaling 
umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang 
yangbiasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan 
dengantimbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telor kiloan, ayam 
kiloan, danlain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang 
berlaku jujurdalam menimbang, menakar atau mengukur. 
Perbuatan mengurangi timbangan itu mengakibatkan kerugianterhadap 
orang lain dan termasuk perbuatan seseorang yang curang dan harusdi tindak. 
Oleh karena itu Allah SWT mengancam pada hambanya yangberbuat 
demikian dengan azab yang besar.Sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-
Muthaffifin : 1-3 
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( َينِف ِّفَطُمِْلل ٌلْيَو1 َنوُفْو َتْسَي ِساَّنلا ىَلَع اوُلاَتْكا اَذِإ َنيِذَّلا )
(2( َنوُرِسُْيُ ْمُىُونَزَو ْوَأ ْمُىوُلاَك اَذِإَو )3) 
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang 
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan 
apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi. 
Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah 
orangorangyang curang dalam menakar dan menimbang. Kaitannya 
denganpenelitian ini yaitu ketika pedagang dalam hal ini sebagai pembeli 
menerimabarang dari penjual yaitu masyarakat, pedagang ini menggunakan 
takaranseperti biasanya namun ketika pedagang ini menjual kepada 
masyarakatdalam hal ini sebagai pembeli, pedagang tersebut menggunakan 
takaran yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi lebih kecil 
danhasilnya isi takaran pun semakin sedikit. 
Keadilan dalam ekonomi juga pada dasarnya merupakan peradaban 
ekonomi Indonesia yang dibangun atas asas Pancasila173. Diantara lima sila, 
sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kemanusian yang adil 
dan beradab, dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tiga sila yang sifatnya 
paling asasi. Dari sini muncul ungkapan yang sudah menjadi baku 
―masyarakat yang adil dan makmur‖. Dua pengertian ini tidak bias dilepaskan, 
melainkan saling melengkapi satu sama lain dan bersama-sama mensyaraktan 
kehidupan masyarakat. 
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Indonesia yang baik Keadilan tidak akan tercapai jika tidak tersedia barang 
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup semua warga, sedangkan di sisi 
lain, kemakmuran tidak akan menjamin tercapainya keadilan jika barang yang 
tersedia tidak dibagikan secara merata keseluruh warga masyarakat. 
Keadilan dalam ekonomi sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi 
ekonomi. Menurut Hatta, untukmencapai rakyat adil sejahtera diperlukan 
selain demokrasi politik juga demokrasi ekonomi yang berdasarkan 
perikemanusiaan dan keadilan sosial. Demokrasi ekonomi seperti ini yang 
cocok dengan kehidupan asli masyarakat Indonesia yang biasa 
bermusyawarah untuk mufakat. 
Mohammad Hatta, dalam pidatonya 3 Februari 1946 pada Pembukaan 
Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, menyatakan bahwa: Perekonomian 
sesuatu negeri pada umumnya ditentukan oleh tiga hal. Pertama, kekayaan 
tanahnya. Kedua, kedudukannya terhadap negeri lain dalam lingkungan 
internasional. Ketiga, sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya. Terhadap 




Menurut Swasosno, kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi sentral-
substansial berorientasi pada manusia bukan modal. Karenanya perekonomian 
dengan tegas mengamanatkan masyarakat yang berkesejahteraan sosial, yang 
tercantum pada Pasal 27, 33 dan 34 UUD 1945 berbunyi:  
                                                             
174
 Mohammad Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (Cet. I; Jakarta: 
Inti Idayu Press, 1987), h. 139   
95 
 
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33). Tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan (pasal 27); dan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar 
dipelihara oleh negara (pasal 34).
175
 
Terdapat perbedaan mengenai keadilan dalam konsep ekonomi didalam 
Al-Qur‘an dan Pancasila, Al-Qur‘an sangat memperhatikan sirkulasi dan 
distribusi harta benda secara seimbang dan adil dalam kehidupantidak 
dibenarkan segala macam bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi 
pada satu kelompok tertentu. Karena yang demikian itu akan mengakibatkan 
ketimpangan ekonomi pada akhirnya akan merusak system perekonomiani, 
yang penyebabnya tidak adanya keadilan ekonomi sedankan Pancasila lebih 
menjurus kepada sumber daya alam yang harus dikuasai oleh negara dan 
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Dari pembahasan serta analisis skripsi yang berjudul ―Keadilan Sosial 
dalam Perspektif Al-Qur‘an dan Pancasila‖ dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut: 
1. Keadilan pada umumnya adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh 
apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama 
dari keyakinan kita bersama. Keumuman perintah adil dalam al-Qur‘an tidak 
dibatasi pada kelompok tertentu.Namun, sebagian diantaranya dibatasi 
ketikamenghukumi atau menyelesaikan persoalan yang timbul diantara manusia, 
seperti (QS. An-Nisa/4:58). Seluruh orang yang beriman diperintahkan untuk 
senantias berbuat adil kepada siapapun, meskipun itu merugikan diri sendiri, 
orang tua, sahabat, juga tanpa membedakan antara kaya dan miskin. 
2. Hubungan antara keadilan Sosial dalam  al-Qur‘an dan Pancasila memuat 
dua hal: 
a. Sikap menjunjung tinggi akan nilai persamaan di antara manusia (  -
        49:13).Warna kulit, ras, bahasa, negara dan lainnya tidak ada 
dalam pertimbangan Allah. Di sana hanya ada satu timbangan untuk 
menguji seluruh nilai dan mengetahui keutamaan manusia. Yaitu, 
―Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
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ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.‖ Dengan demikian, 
berguguranlah segala perbedaan, gugurlah segala nilai. Lalu, 
dinaikkanlah satu timbangan dengan satu penilaian. Timbangan inilah 
yang digunakan manusia untuk menetapkan hukum. 
Semua manusia harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa 
membedakan ras, suku dan agama bahkan keluarga sekalipun hukum 
harus tetap ditegakkan walau esok bumi akan runtuh. 
b.Pada prinsipnya keadilan sosialAl-Qur‘an dan Pancasila menghendaki 
adanyakemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat tidak 
menghendaki adanya monopoli Serta adanya larangan memperoleh 
harta kekayaan dengan jalan bathil, kecurangan dalam menakar dan 
menimbang danseluruh kekayaan alam indonesia, seluruh potensi 
bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang 
masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang 
sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. 
B. Saran  
Banyak dari masyarakat Indonesia yang sejatinya belum paham arti 
keadilan. Oleh sebab itu penulis dalam hal ini beranggapan bahwa 
perlu adanya kegiatan sosialisasi dengan tema keadilan sosial pancasila 
perspektif al-Qur‘an. Kegiatan sosialisasi baik dalam lingkungan 
sekolah umum maupun sekolah khusus seperti sekolah yang pondok 
pesantren, sosialisasi ini juga harus diadakan dalam lingkungan 
masyarakat umum. Hal-hal tersebut untuk menghindari kesalah 
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pahaman penefsiran keadilan sosial Pancasila perspektif al-Qur‘an, 
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